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ABSTRACT 

 

Wahyu Mustaqim, Juridical Review of Legal Recognition of the Alor Indigenous 

People in East Nusa Tenggara. Thesis. Jakarta: Law Study Program, Faculty of 

Law, Nahdlatul Ulama University Indonesia, 2022. 

 

In the opening paragraph of the fourth paragraph of the 1945 Constitution, there is 

a section “……the Indonesian state which protects the suffering of the Indonesian 

people and all of Indonesia's bloodshed………” All Indonesian people, without 

exception the customary law community, must be the main reference when the 

government talks about state responsibility. In simple terms, it can be interpreted 

that the Indonesian state will not discriminate between individuals or groups of 

people in carrying out their work. 

There are many provisions that offend indigenous peoples. However, it can be seen 

that the existing provisions regarding the recognition of indigenous peoples have 

failed to take into account and protect the rights of indigenous peoples in Indonesia. 

This is because there are still many cases of criminalization of indigenous peoples in 

defending their rights and because the rules have not been translated into more 

specific rules regarding the recognition of indigenous peoples. 

This study aims to determine the position of indigenous peoples in the legal system 

in Indonesia. And analyze the scope of recognition of the Alor indigenous people in 

Alor Regional Government Regulation No. 4 of 2018 concerning recognition and 

acknowledgment of the Alor indigenous people. 
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From the research conducted, there are two things that make it difficult for 

indigenous peoples to get a position, namely laws that do not yet exist and the many 

terms used to refer to customary law communities, causing multiple interpretations 

in meaning and then in terms of analyzing the context of recognition and customary 

institutions, there is a lack of articles. which mentions the rights of indigenous 

peoples, and that indigenous peoples have not yet been defined within the scope of 

this regional regulation. 

 

Keywords: Recognition, Indigenous Peoples, Alor 
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ABSTRAK 

Wahyu Mustaqim, Tinjauan Yuridis Pengakuan Hukum Masyarakat Adat Alor Di 

Nusa Tenggara Timur. Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2022. 

 

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, ada bagian “……negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia……” Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali termasuk Masyarakat hukum 

Adat, harus menjadi acuan utama ketika pemerintah berbicara tentang tanggung 

jawab negara. Secara sederhana dapat diartikan negara Indonesia tidak akan 

membeda-bedakan individu atau kelompok orang dalam menjalankan tugasnya. 

Ada banyak ketentuan yang menyinggung mengenai masyarakat hukum adat. 

Namun, tampak dari ketentuan yang ada tentang pengakuan masyarakat adat telah 

gagal untuk memperhitungkan dan melindungi hak-hak masyarakat adat di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan  masih banyaknya kasus kriminalisasi masyarakat 

adat dalam mempertahankan hak-haknya serta karena aturan yang ada belum 

diterjemahkan ke dalam aturan yang lebih spesifik mengenai pengakuan masyarakat 

hukum adat. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan masyarakat adat dalam sistem 

hukum di indonesia. Dan Menganalisis ruang lingkup pengakuan masyarakat adat 

Alor dalam Peraturan Pemerintah Daerah Alor No. 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan 

Dan Kelembagaan Masyarakat Adat Alor. 
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Dari penelitian yang dilakukan terdapat dua hal yang menyebabkan susahnya 

masyarakat hukum adat mendapatkan kedudukan, yaitu karena perundang-undang 

yang ada belum ada serta banyaknya istilah yang digunakan untuk menyebutkan 

masyarakat hukum adat menyebabkan multitafsir dalam pemaknaan lalu dalam hal 

menganalisis ruang lingkup pengakuan dan kelembagaan adat kurang adanya pasal-

pasal yang menyebutkan mengenai hak-hak masyarakat adat, serta belum 

didefinisikan masyarakat adat dalam lingkup peraturan daerah ini. 

 

Kata kunci: Pengakuan, Masyarakat Adat, Alor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Undang-udang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3) 

dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dengan 

demikian secara tidak langsung negara menepatkan hukum sebagai nilai 

tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dengan konsekuensi apapun kebijakan 

Negara harus didasarkan oleh hukum. 

Peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya diadopsi oleh negara 

dengan pemahaman hukum, bahwa sumber hukum nasional yang didasarkan 

pada ketentuan tertulis. Sedangkan hukum yang lahir ditengah-tengah 

masyarakat seperti hukum adat, hukum agama dan hukum kebiasaan merupakan 

nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat serta mengikat setiap warganya juga 

dilindungi negara. Hal ini tertuang dalam UUD NRI 1945 alinea keempat 

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan  negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang Dasar 

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan 
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yang maha esa, kemanusian yang beradab, Persatuan Indonesia dan 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat indonesia”  

Tentu saja, apa yang ada dalam pembukaan ini adalah tugas yang sangat 

mulia, karena  didalamnya mengandung makna yang kompleks seperti makna 

dari kesejahteraan, yang merupakan impian setiap manusia. “Seluruh bangsa 

Indonesia” tentunya menjadi kata kunci, terwujudnya kesejahteraan yang 

menjadi hak seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Termasuk didalamnya 

adalah masyarakat hukum adat, sebagai komponen dari rakyat indonesia harus 

menjadi acuan utama ketika pemerintah berbicara tentang tanggung jawab 

negara. Berdasarkan konstitusi, secara sederhana dapat diartikan bahwa negara 

Indonesia yang akan dibentuk pada waktu itu tidak akan membeda-bedakan 

individu atau kelompok orang dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan 

masyarakat adat di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat 

dipungkiri. 

Van Vollenhoven, dalam kajiannya, menyatakan ratusan tahun sebelum 

kedatangan Belanda ke Nusantara sudah ada masyarakat adat yang hidup di 

Indonesia, memiliki dan hidup dalam sistem hukumnya sendiri. Dimana sistem 

hukum masyarakat  adat dikenal dengan hukum adat.1 

                                                             
1 Zaikairiai Yaindio, straitiegi piengaikuain dain pierlindungain haik-haik maisyraikait (HUKUM) Aidait:siebuaih 
piendiekaitain siosiio-aintr iopiol iogis: bhumi Viol. 2. 2016 



17 

 

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang memiliki wilayah 

dan kekayaannya sendiri, dan keberadaannya di Indonesia telah ada jauh sebelum 

Indonesia merdeka hingga saat ini, memiliki anggota masyarakat dengan ciri-ciri 

yang berbeda dengan masyarakat hukum lainnya. Dimana masyarakat hukum adat 

dapat bertindak sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) secara mandiri dan 

mengatur dirinya sendiri.2 

Masyarakat hukum adat adalah istilah teknis yang digunakan para sarjana 

untuk menyebut masyarakat yang memiliki wilayahnya sendiri, berpemerintahan 

sendiri, memiliki tokoh adat sebagai pemimpin dalam menjalankan 

pemerintahannya, dan memiliki aturan yang mengikat setiap anggotanya. 

sedangkan masyarakat adat adalah masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. 

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pada tahun 2022 

terdapat  2162 masyarakat adat di Indonesia.3 Tentu saja, dari sekian banyak 

masyarakat adat yang terdata oleh AMAN memiliki ciri khas tersendiri. 

 Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Negara mengakui 

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

dalam undang-undang”. 

 Selain ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2), Negara juga 

                                                             
2Hussiein Ailthing, “Dinaimikai Hukum dailaim Piengaikuain dain Pierlindungain Haik Aitais Tainaih Aidait”, 

Yiogya ika irtai, 2010, hail 31. 
3https://daitaiindion iesia i.id/raigaim/dietaiil/aidai-2161-kiomunitais-a ida it-di-indion iesia i-bierikut-sieba irainnya i, 

diaiksies Ka imis, 1 Diesiembier 2022 pukul: 12.54 WIB. 
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menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat melalui  

Pasal 28I  ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa “Identitas budaya dan hak 

tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” 

Selain ketentuan di atas, masyarakat hukum adat diatur juga dalam 

peraturan undang-undang sektoral. Peraturan sektoral ini meliputi: 

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok 

dasar agraria. 

3. UU Perikanan No. 31 Tahun 2004 

4. UU No. 1 Tahun 2014 mengubah UU No 27 Tahun 2007 tentang 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 8 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Pengelolaan 

Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Pesisir 

Dan Pulau-Pulau Kecil. 

6. UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan Diganti dengan UU No. 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

7. UU No.22 Tahun 1999. Diganti dengan UU No. Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan yang Rasional. 
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9. UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. 

10. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 

 Namun, tampak dari ketentuan yang ada tentang pengakuan masyarakat 

adat telah gagal untuk memperhitungkan dan melindungi hak-hak masyarakat 

adat di Indonesia. hal ini dikarenakan  masih banyaknya kasus kriminalisasi 

masyarakat adat dalam mempertahankan hak-haknya serta karena aturan 

yang ada belum diterjemahkan ke dalam aturan yang lebih spesifik mengenai 

pengakuan masyarakat hukum adat. 

Selain itu, masih banyak ketentuan dalam peraturan sektoral yang 

terkadang menjadi sumber potensi konflik antar instansi pemerintah, karena 

masing-masing instansi tentunya memiliki kebijakan tersendiri dalam 

mengembangkan programnya masing-masing. bahkan, sektorisasi juga 

mempersulit masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan keberadaan dan 

hak-hak mereka, karena mereka harus tumpang tindih dengan begitu banyak 

lembaga pemerintah yang ada. 

Selain banyaknya ketentuan di tingkat sektoral, ketentuan yang ada 

terutama di tingkat konstitusi masih memiliki permasalahan yaitu pada 

substansi terdapat persyaratan peraturan yang harus dipenuhi oleh 

masyarakat hukum adat agar diakui keberadaan dan haknya. Persyaratan 

perundang-undangan tersebut tertuang dalam ayat (2) pasal 18B UUD NRI 
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1945. 

Dalam penafsiran ayat (2) pasal 18B UUD NRI 1945,  dalam pandangan 

Jimly Asshiddiqie, dikemukakan bahwa pengakuan tersebut diberikan oleh 

negara kepada  (i) keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak ulayat; 

(ii) diakui keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat berdasarkan hukum 

adat; (iii) masyarakat hukum adat itu hidup; (iv) dalam lingkungan tertentu; 

(v) pengakuan dan penghormatan tersebut diberikan dengan tidak 

mengabaikan kriteria kemanusiaan yang relevan menurut perkembangan 

eksistensi bangsa (vi) pengakuan dan penghormatan tidak mengurangi arti 

penting indonesia sebagai negara yang berbentuk negara kesatuan republik 

indonesia.4 

Terlepas dari segala permasalahan yang ada, Pengakuan dan 

pemberdayaan masyarakat hukum adat memang sangat penting dilakukan, 

karena adanya pengakuan maka  kepastian hukum masyarakat adat akan lebih 

jelas serta jaminan akan hak-hak masyarakat adat juga akan lebih memiliki 

dasar hukum yang lebih kuat, mengingat keberadaan masyarakat hukum adat 

ada dan lahir jauh sebelum negara ini merdeka. 

Selain itu, pemberdayaan masyarakat hukum adat juga penting dilakukan, 

karena pemberdayaan yang dilakukan akan mengurangi ketidaksetaraan dan 

ketidakadilan yang dialami masyarakat adat, khususnya dalam hal 

kepemilikan lahan dan hak-hak atas sumber daya alam yang dimiliki. 

                                                             
4 Jimly Aishiddiqiie, “Kionsiolidaisi Naiskaih UUD 1945”, Pien ierbit Yairsif Waitaimpioie, Ja ikairtai, 2003 

hail.32-33. 
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Pemberdayaan juga akan membantu masyarakat adat dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan masyarakat adat terhadap 

pemerintah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengakuan dan 

pemberdayaan masyarakat hukum adat, perlu adanya keterlibatan semua 

pihak. Pemerintah harus membuat peraturan yang mengakui keberadaan dan 

hak-hak masyarakat adat, serta memberikan tindakan untuk melindungi hak-

hak tersebut. Selain itu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga harus 

terlibat dalam memberikan advokasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan 

hak-hak masyarakat adat agar dapat dilindungi dengan baik. 

Peraturan  sebagai produk hukum pemerintahan daerah memiliki peranan 

yang sangat besar dalam pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum 

adat, karena pemerintah daerahlah tingkatan yang paling dekat dengan 

masyarakat adat. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam 

menyediakan infrastruktur dan layanan yang mampu mendukung 

perkembangan masyarakat adat. Peraturan daerah secara langsung dapat 

memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat adat 

dengan menjamin pelaksanaan hak asasi mereka serta memfasilitasi 

pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat. Perda juga memberikan hak 

bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan 

yang berkaitan dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat 

hukum adat atas tanah, air, sumber daya alam, dan hak-hak lain yang 

berhubungan dengan haknya atas tanah. Selain itu, adanya peraturan daerah 

membantu masyarakat adat dalam mengatur dan mengelola sumber daya 
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alam yang dimiliki dan menciptakan kesempatan untuk meningkatkan taraf 

hidup. Perda juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat 

adat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan hak-hak lainnya, seperti hak 

untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Perda juga 

memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan 

dan fasilitas bagi masyarakat adat. Perda juga dapat membantu pemerintah 

daerah dalam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan yang berkaitan 

dengan masyarakat adat dilakukan secara adil dan berkeadilan. Hal ini 

penting untuk menghindari diskriminasi dan perbedaan yang tidak adil 

terhadap masyarakat adat. Namun, perlu dicatat bahwa Perda tidak selalu 

berhasil dalam memberikan perlindungan yang diperlukan bagi masyarakat 

adat. Ada sejumlah masalah yang sering terjadi seperti ketidakmampuan 

pemerintah daerah untuk menegakkan hukum, ketidakakuratan informasi 

yang diberikan, dan masalah-masalah lain yang dapat menghambat 

pelaksanaan Perda. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyadari 

bahwa Perda harus diimplementasikan dengan benar agar dapat memberikan 

perlindungan yang tepat bagi masyarakat adat. 

Di zaman yang semakin maju dan modernisasi saat ini, tentunya tantangan 

masyarakat hukum adat juga semakin berat. banyaknya percampuran budaya 

dari penjuru dunia yang semakin dimudahkan dengan teknologi membuat 

masyarakat hukum adat juga harus bersiap dalam segala kemungkinan yang 

ada, salah satu tantangan adalah daerah yang mempunyai sumber daya alam 

dan pesona alam unik akan mengalami perkembangan daerah dan 
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pembangunan yang masif untuk menunjang potensi yang ada. 

Salah satu kawasan di Indonesia dengan keberagaman masyarakat 

adatnya adalah kabupaten Alor di Nusa Tenggara Timur. Daerah ini 

mempunyai potensi wisata bahari, budaya dan kultur masyarakat yang 

beragam yang cukup besar dengan segala ciri khasnya, Kabupaten Alor 

memiliki kekayaan adat budaya yang melimpah yang terdiri dari berbagai 

macam tradisi yang merupakan hasil karya norma cipta dari leluhur mereka 

terdahulu, yang masih dipertahankan nilai-nilainya hingga saat ini, yang terdiri 

dari nilai-nilai norma atau kepercayaan yang dijadikan identitas budaya setiap 

daerah dalam pengembangan nilai-nilai luhur yang dilestarikan oleh setiap 

kelompok masyarakat. Budaya yang diterapkan masyarakat dalam bentuk 

tradisi lokal maupun menjadi aturan hukum yang menjadi acuan masyarakat 

untuk memperlakukan lingkungan. Dalam praktek kehidupan masyarakat 

tradisi yang sudah ada dari dahulunya mempengaruhi pola kehidupan yang ada 

dalam masyarakat tersebut, Kabupaten Alor mempunyai karakteristik yang 

unik dengan kekayaan budaya yang bernilai tinggi dan masih hidup di 

masyarakat diantaranya bahasa daerah sebanyak 17 dengan 52 dialek, terdapat 

4 etnis, 15 perkampungan tradisional dan sejumlah upacara adat, alat musik, 

tarian dan nyanyian rakyat, dengan topografi berupa pesisir pantai dan 

pegunungan hutan yang berbentuk kepulauan.5  

 Selain keragaman budaya keindahan alam kabupaten Alor juga menjadi 

suatu aset daerah  dari bangsa Indonesia yang harus dijaga, salah satunya 

                                                             
5 https://id.wikip iediai. iorg/wiki/Kaibupait ien_Ail ior, diaiksies 15 nioviembier 2022 pukul 20:00. 
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adalah keindahan bawah lautnya yang menjadi daya tarik bagi turis asing 

maupun lokal untuk mengujungi daerah ini, terdapat lebih dari 20 lebih spot 

penyelaman yang keindahanya sudah di akui dunia. hal inilah yang menjadi 

daya tarik turis dari berbagai negara di dunia untuk mengunjungi kabupaten 

alor.6 

 Maka dari itu untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan dan adat 

serta suku  yang ada di kabupaten alor maka sangat penting adanya suatu 

pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat untuk menjamin 

kelangsungan dan kelestarian kearifan lokal yang ada. Agar jika nantinya 

potensi alam dan pariwisata yang ada dikembangkan pemerintah, masyarakat 

adat tetap menjalankan norma yang ada sebagai suatu jati dirinya yang tetap 

dipertahankan dan dapat beriringan dengan semakin majunya pembangunan. 

 Untuk  menjamin dan melindungi masyarakat adat yang masih ada di 

daerah  kabupaten Alor maka dibuat peraturan daerah pemerintah kabupaten 

Alor yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang pengakuan dan 

pemberdayaan kelembagaan adat.7 

 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dipandang tepat 

untuk meneliti masyarakat hukum adat yang terdapat di wilayah kabupaten 

Alor di Nusa Tenggara Timur ini, sebagai cerminan  daerah di Indonesia yang 

memiliki berbagai keanegaraman yang telah diuraikan diatas. lalu 

                                                             
6 Ibid. 
7 Aili, Nurmi,MAiKNAi UPAiCAiRAi AiDA iT AiLAi BAiLiOiE (MAiKAiN BAiRU PAiDI) KAiMPUNG 

BAiMPA iLiOLAi DI KAiBUPA iTiEN AiLiOR (Suaitu Kaijiain Histioris Tierhaidaip Traidisi Maisyairaikait):2020, 

hail 3. 
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pertimbangan penulis untuk memasukan daerah kabupaten alor  adalah sudah 

terdapat peraturan daerahnya tentang masyarakat hukum adat sebagai bentuk 

eksistensi dan implementasi hukum adat di indonesia sehingga lahirlah 

penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengakuan Hukum Masyarakat 

Adat Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur.” 

1.2. Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis berikan diatas, maka lahirlah 

rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengakuan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum 

Indonesia? 

b. Bagaimana ruang lingkup pengakuan terhadap masyarakat adat Alor? 

1.3. Tujuan penelitian 

1. Mengetahuan bagaimana pengakuan masyarakat hukum adat dalam sistem 

hukum di indonesia. 

2. Menganalisis ruang lingkup pengakuan masyarakat adat Alor dalam 

Keputusan Pemerintah Daerah Alor No. 4 Tahun 2018 tentang pengakuan 

dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat adat Alor. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan baru dalam hal pengakuan masyarakat adat di Indonesia. 

2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi kalangan pelajar, 

mahasiswa, dan akademisi lainya dalam memahami masyarakat hukum adat 

 

1.5. Metode penelitian 

1.5.1. Jenis penelitian 

 

  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian hukum normatif, 

yaitu kajian yang ditujukan untuk mempelajari penerapan aturan atau 

norma dalam hukum positif.8  

   Yuridis normatif adalah penelitian  yang dilakukan dengan menelaah 

bahan hukum dan literatur yang berlaku atau berasal dari bahan hukum 

sekunder.9 Pada tahap awal penelitian penelitian ini, mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya tentang sesuatu yang baru atau langka 

                                                             
8Jiohnny Ibraihim, “Tie iori dain Mietiodiol iogi Pienielitiain Riegulaisi, Baiyumiediai”, Maila ing, 2007, hlm. 

295. 

9 Ba ikhtiair, “Mietiodie Pienielitiain Hukum”, Baintien: Unpaim Priess, 2018. 
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menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, arah studi hukum adalah principle 

oriented atau berorientasi pada prinsip, artinya hukum dikonseptualisasikan 

sebagai norma atau kaidah yang diturunkan dari peraturan, keputusan 

hakim, maupun ajaran para ahli hukum. Menurut Soekanto, kajian hukum 

dan perundang-undangan menitikberatkan pada permasalahan, dimana 

permasalahan yang dikaji didasarkan pada teori atau dipandang dari segi 

hubungan antara teori dan praktek.10 

 

1.5.2. Metode Pendekatan 

 

  Dikarenakan jenis kajian yang digunakan yaitu pendekatan regulasi, 

maka pendekatan yang dilakukan dalam kajian ini dapat berupa 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

  Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian normatif adalah kritik sastra atau ilmu dokumen. Penelitian 

kepustakaan atau dokumen adalah kegiatan mengumpulkan, menilai, dan 

melacak dokumen atau literatur yang dapat memberikan informasi atau 

                                                             
10 Ibid.. 
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informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.11Artinya pengumpulan bahan 

dilakukan melalui data kepustakaan (library research), mengidentifikasi 

peraturan perundang-undangan, mempelajari bahan pustaka, membaca 

buku dan sumber lainnya. 

1.5.4. Teknik analisis data 

 

  Peneliti dalam hal ini menggunakan metode kualitatif dalam 

pengolahan dan analisis data (bahan hukum). Secara kualitatif, dalam arti 

data bersifat deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari pengumpulan data 

dari sumber-sumber hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier. data-

data tersebut diidentifikasi, dideskripsikan secara sistematis dan akurat 

dengan tujuan memberikan penjelasan yang detail dan jelas kepada 

pembaca sehingga permasalahan yang diteliti lebih mudah dipahami. 

  Masalah harus dianalisis dalam beberapa bagian atau sub tugas, 

yang dapat dirumuskan sebagai pernyataan atau kalimat tanya. Peran 

analisis akan memperjelas tujuan dan ruang lingkup masalah yang 

diteliti.12 Analisis bahan hukum adalah kegiatan menafsirkan dan 

menginterpretasikan hasil pengolahan bahan hukum. Bahan hukum yang 

terkumpul dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, 

                                                             
11M. Sya imsudin, “iOpieraisi Pienielitiain Hukum”, Jaikairtai: Raija iwa ili Pr iess, 2007, hail. 59. 

12S. Naisutiion, “Mietiodie Pienielitiain: Pienielitiain Ilmiaih”, Jaika irtai: Skienairiio Bumi, 2012. 
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1.6. Sistematika penulisan  

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

dan sistematika penulisan dari  skripsi ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini bermuatan kajian teori sebagai landasan rujukan menganalisis 

data, kerangka pemikiran yang membentuk arah hasil analisis data, dan 

tinjauan penelitian terdahulu sebagai indikator kerelevanan dalam mengambil 

kesimpulan. 

BAB III : PEMBAHASAN 

  Bab ini membahas atas jenis penelitian, metode pendekatan, teknik 

pengumpulan  data, dan teknik analisa data, yang menjadi instrumen 

merumuskan  skripsi. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini bermuatan kajian teori sebagai landasan rujukan menganalisis 

data, kerangka pemikiran yang membentuk arah hasil analisis data, dan 

tinjauan penelitian terdahulu sebagai indikator kerelevanan dalam mengambil 

kesimpulan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kerangka Teori 

2.1.1. Masyarakat Adat 

 

Pengunaan istilah masyarakat hukum adat merupakan istilah umum 

yang digunakan dalam berbagai perundang-undangan yang ada di 

Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang 

selanjutnya disebut UUPA, UU perlindungan lingkungan hidup (UU No. 39 

Tahun 2009). Serta peraturan perundang-undangan sejenis lainnya. 

Selain digunakan dalam perundang-undangan, masyarakat hukum 

adat juga sering digunakan seorang ahli hukum dalam kepentingan teoretis 

akademik, sedangkan istilah “masyarakat adat” digunakan oleh non hukum 

untuk menyebut masyarakat dengan ciri-ciri tertentu yang berhubungan 

dengan perjanjian internasional yang setara dengan istilah. “Indigenous 

peoples”, dikenal setelah digunakan dalam beberapa perjanjian 

internasional seperti: International Labour Organization Convention on 

Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (1989), Rio de 

Janeiro Land Declaration (1992), De Vienna Declaration and Program of 

Action dirumuskan oleh United Nations World Conference on Human 

Rights (1993),dan Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat Asia, Chiang Mai 
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(1993) Sejak diadopsinya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat 

Adat pada tahun 2007, istilah “masyarakat adat” menjadi lebih umum di 

forum internasional.13 

Secara umum, konsep masyarakat hukum adat adalah komunitas yang 

memiliki struktur pemerintahan yang lengkap yang memiliki ciri 

kekhususan yaitu masih mepertahankannya secara turun temurun dari 

leluhurnya. Masyarakat hukum adat adalah kumpulan orang yang 

terorganisasi yang bertindak sebagai satu kesatuan, bertempat tinggal dalam 

suatu wilayah tertentu, mempunyai penguasa, mempunyai hukumnya 

sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri, baik berupa benda yang berwujud 

maupun tidak serta menguasai sumber daya alam.  

Sistem budaya yang kompleks yang mereka miliki dalam tatanan 

sosialnya juga memiliki keterkaitan kuat dengan tanah dan sumber daya 

alamnya. Masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat 

oleh tatanan hukumnya yang biasa sebagai warga bersama dari suatu 

perkumpulan karena kesamaan tempat tinggal dan atas dasar keturunan. 

Pada mulanya Konsep masyarakat hukum adat diperkenalkan pertama 

kali oleh Cornelius van Vollenhoven. Selanjutnya diteruskan oleh Ter Haar, 

sebagai murid Cornelius van Vollenhoven, menggali lebih dalam mengenai 

masyarakat hukum adat. Ia mempunyai pendapat, masyarakat hukum adat 

adalah kumpulan orang-orang yang terorganisasi, mendiami wilayah 

                                                             
13 Taiqwa iddin, “Pienguaisaiain Hutain Aidait iol ieh Maisyairaikait Hukum Aidait (Mukim) di Priovinsi Aic ieh” 

(skripsi LL.D, Univiersitais Sumaitierai Uta irai, 2010), hlm. 36. 
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tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri 

berupa benda-benda yang kelihatan dan tidak kelihatan, dimana anggota-

anggota kesatuan itu masing-masing mengalami hidup dengan cara mereka 

sendiri, masyarakat sebagai sesuatu yang alami sesuai dengan sifat alam, 

dan tidak ada anggotanya yang memiliki pikiran atau kecenderungan 

putuskan hubungan yang melahirkannya, atau biarkan dalam arti 

memutuskan hubungan ini selamanya.14 

Menurut Khazairin, masyarakat hiukium adat adalah k iesatiuan 

masyarakat yang miemiliki k iepieniuhan iunt iuk dapat bierdiri siendiri, yang 

miemiliki k iesat iuan hiukium, kiesat iuan niegara dan k iesat iuan konsiervasi 

bierdasarkan hak tanah dan air biersama bagi sieliur iuh anggotanya. 

AMAN (Aliansi Masyarakat Adat N iusantara) miendiefinisikan 

masyarakat hiukium adat siebagai siekiumpiulan masyarakat yang t ierikat olieh 

tatanan hiukiumnya yang biasa siebagai warga gabiungan dari siuatiu kiesat iuan 

yang sah kar iena kiesamaan t iempat tinggal dan atas dasar k ietiur iunan. 

S iemientara it iu, So iepomo mienjielaskan bahwa Van Vollienhovien, 

dalam pidatonya t iertanggal 2 Oktobier 1901 mieniekankan: “Apa yang bienar-

bienar pierl iu disielidiki bagi p iengietah iuan hiukium, kapan dan dalam bidang 

apa, sifat dan siusiunan badan-badan siuatiu piersiekiutiuan hiukium, di mana 

                                                             
14  Limaiy Pa isairibu, “iEksistiensi Hukum Aidait Paidai Maisyairaikait Hukum Aidait Baitaik Tiobai Di 

Kaibupait ien Naissaiu Kaibupait ien Tiobai Saimiosir” (Disiertaisi, Ilmu Hukum, Kurikulum Kien iota iriaitain, 

USU, 2011). Ha il. 14. 
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orang-orangnya dikiendalikan ol ieh hiukium. hid iup sietiap hari.”15 

Bierdasarkan p iendapat t iersiebiut, So iepomo miengiemiukakan p iendapatnya 

siendiri bahwa: “Pienggambaran t ientang badan-badan pierkiumpiulan tidak 

bolieh didasarkan pada hal-hal yang dogmatis, tietapi harius didasarkan 

pada kiehid iupan nyata masyarakat masing-masing.” Dari apa yang 

dikatakan olieh Van Vollienhovien dan So iepomo, dapat dikietahiui bahwa 

masyarakat Thie Common Law Association (Adatriecht Giemieienschap) 

miengiembangkan ciri-ciri hiukium adat. Bient iuk dan siusiunan masyarakat 

hiukium yang mier iupakan kiesat iuan hiukium adat, para p iesiertanya dihiubiungkan 

olieh faktor-faktor yang biersifat t ieritorial dan g ieniealogis.16 

Mieniur iut piengiertian olieh para ahli hiukium pada zaman Hindia 

Bielanda, masyarakat hiukium adat adalah masyrakat hiukium ataiu kiesat iuan 

hiukium t ieritorial dipahami s iebagai siuat iu masyarakat yang t ietap dan t ierat iur, 

yang anggota-anggotanya t ierikat pada siuatiu wilayah t iempat tinggal t iertient iu, 

baik dalam hiubiungan t iempat maiupiun wakt iu. t iempat hid iup dan dalam 

hiubiungan spirit iual siebagai t iempat ibadah bagi roh nieniek moyang. 17 

Hakikat magis r ieligi diartikan siebagai cara bierpikir b ierdasarkan 

kiepiercayaan adanya siesiuat iu yang sakral. S iebielium kontak masyarakat 

diengan sist iem agama-hiukium, r ieligiiusitas ini miemanifiestasikan dirinya 

                                                             
15 Tiolib Sietiaidi, “Kumpulain Hukum Aidait Indioniesiai studi litieraitur”. Ba indung: Ailfa ibieta i, 2008, hail. 

75. 
16 Husien Ailting, Dinaimikai Hukum Dailaim Piengaikuain dain Pierlindungain Haik Maisyairaikait Aidait aitais 
Tainaih (Yiogyaikairtai: LaiksBaing PRiESSindio, 2010), hail. 30 
17 Hilmain Haidikusumai, Piengaintair Hukum Aidait Indioniesiai (Baindung: CV Maindair Maiju, 2003), hail. 
108. 
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dalam cara bierpikir prologis, animismie, dan kiepiercayaan pada hal-hal gaib. 

Masyarakat har ius mienjaga kieharmonisan antara diunia nyata dan diunia batin 

(diunia tak kasat mata).18  

S ietielah masyarakat miengienal sist iem agama dan hiukium, pierasaan 

kieagamaan miulai t ierwiujiud dalam bient iuk kieimanan k iepada T iuhan. 

Masyarakat mieyakini bahwa sietiap p ierbiuatan, akan sielaliu miendapat 

balasan dari Tiuhan t iergant iung pierbiuatanya baik ataiu biur iuk yang mier ieka 

pierbiuat sielama hid iup di d iunia ini. 

Masyarakat hiukium adat jiuga miemiliki sifat komiunal yang bierati  

dalam bierprosies dari k ienyataan bahwa sietiap individ iu sielaliu dalam 

kielompok dan k iebiersaan atas dasar k ietiur iunan dan , siuatiu anggota 

masyarakat mier iupakan bagian tak t ierpisahkan dari masyarakat siecara 

kiesieliur iuhan. Hal it iu miembangiun kiesadaran bahwa k iepientingan individ iu 

har ius disiesiuaikan d iengan k iepientingan masyarakat pada iumiumnya, kar iena 

tidak ada individ iu yang t ierliepas dari masyarakatnya. 

Sifat khiusius mier iupakan ciri khas dari sietiap masyarakat hiukium adat 

diartikan siebagai pola yang bienar-bienar jielas ataiu nyata, sifat inilah yang 

miembiedakan masyarakat hiukium adat diengan masyrakat lainya yang 

mieniunjiukkan bahwa sietiap hiubiungan hiukium yang timbiul dalam 

masyarakat tidak dilak iukan siecara diam-diam dan tidak mienient iu.  

                                                             
18 Ibid. 
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Sifat kontan dalam arti kieikiutsiertaan, dalam p iemieniuhan pr iestasi. 

S ietiap piencapaian atas siuat iu pr iestasi sielaliu diengan pr iestasi balasan yang 

dibierikan siecara langsiung/siekietika. Masyarakat hiukium adat mieniunjiukkan 

hiubiungan yang ierat dalam hiubiungan int ierpiersonal dan dalam pros ies 

int ieraksi sosial yang t ierjadi antar maniusia, mienghasilkan pola-pola t iertient iu, 

yang disiebiut cara (bient iuk ataiu kiebiasaan milik dalam siuatiu kielompok 

sosial).  

2.1.2. Piengakiuan Masyarakat adat 

 

a. Dasar sosiologis 

Dilihat dari sisi sosiologis Masyarakat H iukium Adat mier iupakan 

siuat iu bient iuk tatanan kiehidiupan sosial yang diat iur olieh hiukiumnya 

siendiri yakni hiukium adat, yang mieniur iut Tier Haar diengan istilah  

iendapan riealitas sosial. Kiemiudian dari  iendapan it iu tierbient iuk dan 

dipiertahankan dalam p iut iusan piemiegang kiekiuasaan yang dijat iuhkan atas 

siuat iu pierbiuatan hiukium ataiu atas siuatiu siengkieta. Kiepiutiusan t iersiebiut 

bierkaitan d iengan piersielisihan baik siecara int iernal dalam komiunitas it iu 

siendiri maiupiun diengan pihak lain, yang bierkaitan d iengan hak atas tanah, 

air, tanaman, bang iunan, bienda siuci, dan barang-barang lainnya.19 

                                                             
19Diedi Sumaintio. Jurnail Ail-Himaiya ih Violum ie 1 Niom ior 2 iOkt iobier 2017 Ha ilaimain 195-200 

Kionstruksi Yuridis Maisya iraika it Aidait Dailaim Piendieka itain Siosi iol iogi Hukum. Faikultais Sya iriaih IAiIN 

Sultain Aimaii Gior iontail io iE-maiil : diedi sumaintio@iaiingior iontailio.a ic.id. 
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Masyarakat Adat jiuga dilihat siebagai siubjiek hiukium (riechtssiubjiect) 

yang dapat bierpartisipasi p ieniuh dalam p ierkiumpiulan hiukium. Masyarakat 

siendiri dapat dikatakan s iebagai siuat iu pierkiumpiulan yang batas-batasnya 

mieniur iut Tier Haar kielompok-kielompok yang t ierorganisasi biersifat 

piermanien diengan kiekiuatannya siendiri, sierta kiekayaannya siendiri bier iupa 

bienda-bienda yang tampak ma iupiun yang tidak tampak. 

T ierdapat 2 Fokius yang miembiedakan Masyarakat Hiukium Adat 

diengan masyarakat pada iumiumnya adalah dalam hal as iet, yait iu 

“kiekayaan” yang t ierlihat ataiu tidak t ierlihat. Hal t iersiebiut mier iupakan ciri 

Masyarakat H iukium Adat yang miembiuatnya tidak ada bandingannya 

diengan masyarakat biasa ata iu modiern. 

Ginandjar Kartasasmita miengiungkapkan bahwa masyarakat 

modiern adalah: tingkat rasionalitas yang tinggi dalam arti bahwa 

kiegiatan dalam masyarakat t iersiebiut dilakiukan b ierdasarkan nilai-nilai 

dan dalam pola-pola objiektif (impiersonal) dan iefiektif ( iutilitarian), 

biukan yang primordial, s ier iemonial ataiu tradisional.  

Masyarakat Adat pada hak iekatnya tidak bieroriientasi pada 

kietidakmamp iuan, k iet ierbielakangan. Akan t ietapi oriientasi Masyarakat 

Adat t ierlietak pada kieyakinan dan siemangat iunt iuk miempiertahankan 

kiepiercayaan siebagai tradisi. P iersyaratan stat ius yiuridis dan hak-hak 

Masyarakat Adat mienyiebabkan k iebieradaan Masyarakat H iukium Adat 

tiergant iung pada k iemaiuan politik p iemierintah yang bierkiuasa. 
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Hal it iu t ierjadi kar iena adanya siuat iu klaiusiula yang dit ient iukan olieh 

iundang- iundang dalam hal Masyarakat H iukium Adat. Klaiusiul ini 

mieniempatkan Masyarakat Hiukium Adat pada posisi yang s iulit kar iena 

miemiliki biebierapa piersyaratan diantaranya: 

a. S ielama masyarakat hiukium adat it iu masih ada. 

b. S iesiuai diengan zaman. 

c. S iesiuai diengan prinsip N iegara Kiesat iuan Riepiublik Indoniesia. 

d. Diat iur olieh hiukium. 

Kiet ient iuan t iersiebiut jiuga diat iur dalam Pasal 67 iUndang- iUndang 

Nomor 14 Tahiun 1999 t ientang Kiehiutanan, yang sieliengkapnya diat iur 

siebagai bierikiut: 

1. Masyarakat hiukium adat siepanjang masih ada dan diak iui 

kiebieradaannya bierhak: 

- Miemiungiut hasil hiutan iunt iuk miemieniuhi kiebiut iuhan siehari-hari 

masyarakat adat yang biersangk iutan. 

- Mielaksanakan k iegiatan piengielolaan hiutan bierdasarkan hiukium 

adat yang bierlakiu dan tidak biert ientangan d iengan hiukium. 

- Miendapatkan piembierdayaan iuntiuk mieningkatkan 

kiesiejaht ieraannya 
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2. P ieniegasan k iebieradaan dan p ienghapiusan masyarakat hiukium adat 

siebagaimana dimaksiud pada ayat (1) dit ietapkan diengan P ierat iuran 

Daierah. 

3. Kiet ient iuan liebih lanjiut siebagaimana dimaksiud pada ayat (1) dan ayat 

(2) diat iur diengan P ierat iuran P iemierintah. 

4. S ietiap orang bierhak miendapat ganti k ieriugian atas  hilangnya hak atas 

tanahnya siebagai akibat p ienietapan kawasan hiutan siesiuai diengan 

kietient iuan pierat iuran p ier iundang- iundangan yang bierlakiu. 

Konstriuksi yiuridis yang dibang iun dalam iUiUD Niegara Riepiublik 

Indoniesia Tahiun 1945 t ientang piengat iuran kiesat iuan-kiesat iuan 

masyarakat hiukium adat dit iempatkan dalam Pasal 18B Pier iubahan Kiediua 

iUiUD 1945,  Piengat iuran ini miemiliki piengak iuan t iertiulis t ierhadap 

masyarakat hiukium adat. Piengat iuran miengienai Kiesat iuan Masyarakat 

Hiukium Adat jiuga t iert iuang dalam Pasal 28 ayat (3) yang m ienyiebiutkan 

bahwa id ientitas biudaya dan hak-hak masyarakat adat dihormati s iejalan 

diengan pierkiembangan zaman yang siemakin miengalami p ierkiembangan. 

Kiet ient iuan yang t ierlihat bahwa p iengakiuan dan p ierlindiungan tierhadap 

Masyarakat Adat akan t ier ius dipierbar iui siesiuai d iengan pierkiembangan 

yang ada  saat ini. Akibatnya siemiua pierat iuran p ier iundang- iundangan yang 

biert ientangan d iengan k iet ient iuan t iersiebiut batal d iemi hiukium. P iembatalan 

ini dapat dilakiukan mielaliui miekanismie piermintaan p iembatalan. 
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P iermohonan p iembatalan ini diajiukan kie Mahkamah Konstit iusi olieh 

masyarakat hiukium yang bierkiepientingan d iengan p iersoalan-piersoalan 

yang timb iul di masyarakat dan fienomiena sosialnya miengienai 

masyarakat hiukium adat yang digambarkan dari pierspiektif Sosiologi 

Hiukium.  

b. Dasar Y iuridis  

S ietielah Amand iemien iUiUD NRI 1945 yang dilaksanakan pada tahiun 

1999-2002 mienjadi dasar p iencant iuman at iuran bar iu yang miemajiukan 

hak-hak masyarakat adat Indoniesia. Dari amand iemien konstit iusi 

tiersiebiut, iUiUD 1945 miemiuat tiga k iet ient iuan yang bierkaitan langsiung 

diengan kiebieradaan dan hak masyarakat hiukium adat, yait iu: ayat 18 B (2), 

ayat 3 pasal 28I dan ayat 32 (1) iUiUD 1945. Masing-masing pasal ini 

miemiliki isi dan p iendiekatan yang bierbieda iuntiuk biekierja diengan 

masyarakat adat.20 

Ayat (2) Pasal 18B iUiUD 1945 bierbiunyi: 

“Niegara miengakiui dan mienghormati kiesatiuan-kiesat iuan masyarakat 

hiukium adat biesierta hak-hak tradisionalnya siepanjang masih hidiup 

dan siesiuai diengan pierkiembangan masyarakat dan prinsip niegara 

kiesatiuan R iepiublik Indoniesia yang diat iur diengan iundang- iundang.” 

                                                             
20Airizionai, Yains, Ai Diecaidie iof Naitivie Liegislaitiion: Tr iends in Naitiionail Liegislaiti ion ion iEksistiensi dain 
Haik Maisyaira ikait Aidait aita is Sumbier Daiyai Ailaim di Indioniesiai (1999-2009). Kiertais P iekierja ia in 
iEpistiemie Nio. 07/2001, Jaikairtai: iEpistiemie Institutie, 2010 
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Ayat (2) Pasal 18B dalam taksonomi iUiUD 1945 t ierdapat dalam bab 

VI yang dalam bab ini miengat iur t ientang piemierintahan daierah. Diengan 

kata lain, yang dimaks iud diengan masyarakat hiukium adat pada ayat (2) 

pasal 18B adalah p iemierintah daierah yang masih miemiliki sist iem asli dan 

tielah lama hid iup di masyarakat. siehingga ayat (2) pasal 18B mier iupakan 

piendiekatan konstit iusional yang t iepat, yait iu piemierintah yang hiendak 

miembient iuk masyarakat hiukium adat siebagai p iemierintahan di tingkat 

lokal. 

 S ielain ayat (2) pasal 18B iUiUD 1945, k ietient iuan yang bierkaitan 

diengan masyarakat hiukium adat jiuga t ierdapat dalam ayat (3) pasal 28I 

iUiUD 1945 yang mienjielaskan t ientang hiukium adat. Namiun, istilah yang 

digiunakan dalam Pasal 28I ayat (3) mienggiunakan istilah “masyarakat 

adat”. 

Ayat (3) Pasal 28I bierbiunyi siebagai bierikiut: 

“Idientitas b iudaya dan hak masyarakat adat dihormati s iesiuai diengan 

pierkiembangan zaman dan p ieradaban.” 

Bierbieda diengan Pasal 18B ayat (2) yang liebih mienitikbieratkan pada 

piendiekatan managierial, ayat (3) Pasal 28I iUiUD ini miemiliki 

piendiekatan konstit iusional yang liebih siejalan d iengan hak asasi 

maniusia. Bahwa iUiUD 1945 siecara t iegas mienyatakan bahwa Pasal 28I 

ayat (3) tiermiuat dalam BAB XA t ientang hak asasi maniusia. 
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Pasal 28I ayat (3) pada hak iekatnya sama d iengan ayat (2) Pasal 6 

iUiU No. 39 Tahiun 1999 t ientang Hak Asasi Maniusia, yang 

mienyiebiutkan: 

“Idientitas b iudaya masyarakat h iukium adat, t iermasiuk hak-haknya 

atas tanah adat dilindiungi siesiuai diengan pierkiembangan zaman.” 

  Namiun diemikian, t ierdapat siedikit pierbiedaan antara ayat (2) pasal 6 

iUiU HAM dan Ayat (3) Pasal 28I iUiUD 1945,Ayat (2) Pasal 6 iUiU Hak 

asasi maniusia miembierikan k ietient iuan yang liebih kietat yait iu hiukium adat 

dan hak iulayat atas tanah.. Siedangkan Pasal 28I(3) liebih abstrak 

miengienai hak masyarakat adat. 

 S ielain ayat (2) pasal 18B dan ayat (3) pasal 28I, kietient iuan konstit iusi 

lainnya miengienai kiebieradaan dan hak-hak masyarakat hiukium adat di 

Indoniesia yait iu ayat (1) pasal 32 yang bierbiunyi: 

“Niegara miemajiukan kiebiudayaan nasional Indon iesia di tiengah 

pieradaban d iunia, mienjamin kiebiebasan masyarakat iuntiuk 

mieliestarikan dan m iengiembangkan kiekayaan b iudaya.” 

 Ayat (1) Pasal 32 iUiUD 1945 mier iupakan k ierangka konstit iusional 

yang miempiertimbangkan masyarakat hiukium adat dari siegi biudaya, 

kietient iuan ini miengat iur hak iunt iuk miengiembangkan k iekayaan biudaya. 

piendiekatan biudaya dalam miempiertimbangkan hiukium adat tampaknya 

liebih t iepat bagi p iemierintah kar iena risiko piendiekatan ini tidak siebiesar 

piendiekatan lainnya. apabila isi ayat (1) pasal 32 tidak s ier iumit 
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kietient iuan ayat (2) pasal 18B dan ayat (3) pasal 28I kar iena tidak 

miengikiuti kietient iuan konstit iusi, maka k iet ient iuan t iersiebiut dapat 

dikiembangkan mienjadi liebih liuas dari k iet ient iuan-kietient iuan konstit iusi 

lainnya. 

 Dari 3 k iet ient iuan konstit iusi di atas t ierdapat 3 ayat yang masing-

masing miemiliki piendiekatan t iersiendiri, yait iu: ayat (2) pasal 18B liebih 

banyak miembahas hiukium adat d iengan piendiekatan p iemierintah 

daierah, ayat (3) pasal 28I – piendiekatan yang dig iunakan dalam 

miempiertimbangkan hiukium adat dari siegi hak asasi maniusia, 

siedangkan pasal 32 ayat (1) miemandang hiukium adat dari siegi biudaya. 

  iUndang- iUndang Nomor 22 Tahiun 1999 mier iupakan iundang-

iundang p iertama di iera r ieformasi yang miengor ieksi kiebijakan hiukium 

niegara yang miempiengar iuhi kiebieradaan masyarakat hiukium adat. iUiU 

ini mienggantikan iUiU Piermiukiman  No. 5 Tahiun 1979, yang 

mienietapkan bahwa siemiua diesa mienjadi sat iuan piemierintahan 

tier iendah.21  

  iUndang- iundang ini liebih mieniekankan pada p iendiekatan 

piemierintah, mienjadikan organisasi adat s iebagai bagian int iegral dari 

sist iem p iublik niegara. 

  P ierat iuran p ier iundang- iundangan di bidang p iemierintahan 

daierah miembierikan dampak yang paling biesar t ierhadap miunciulnya 

                                                             
21Ibid. 
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bierbagai prakarsa da ierah yang biert iujiuan iunt iuk miengakiui kiebieradaan 

dan hak masyarakat adat. Hal ini kar iena iundang- iundang miembierikan 

kielieliuasaan kiepada piemierintah daierah iunt iuk mienanggapi aspirasi 

masyarakat adat dan mienierjiemahkan aspirasi t iersiebiut kie dalam 

kiebijakan daierah dalam bient iuk pierat iuran daierah ataiu kiepiut iusan 

kiepala daierah. Dimiulainya k iembali pienierapan hiukium nagari di 

S iumat iera Barat mier iupakan kons iekiuiensi dari bierlakiunya iundang-

iundang No. 32 Tahiun 2004 t ientang P iemierintahan Daierah yang 

dihapiuskan pada masa Ord ie Bar iu.22 

 iUiU No. 22 Tahiun 1999 kiemiudian diiubah mienjadi iUiU No. Nomor 

32 Tahiun 2004 t ientang P iemierintahan Daierah. iUiU No. iUiU No 32 

Tahiun 2004 liebih t iegas miengat iur bahasa masyarakat adat, iUiU No 22 

Tahiun 1999 dik ieliuarkan siebielium amand iemien, dan iUiU No 32 Tahiun 

2004 t ierbit siet ielah amand iemien, siehingga isi yang diat iur sangat 

dipiengar iuhi olieh Amand iemien pada iUiUD 1945. Pasal 2 Ayat (9) iUiU 

No 32 Tahiun 2004 mienyatakan: 

“Niegara miengakiui dan mienghormati kiesatiuan-kiesatiuan 

masyarakat mieniuriut hiukium adat dan hak-hak tradisionalnya 

siepanjang masih hid iup dan siesiuai d iengan pierkiembangan 

masyarakat dan prinsip n iegara kiesatiuan R iepiublik Indon iesia.” 

                                                             
22https://iosf.i io/m8tgr/unduh,fil ie:///iE:/KiEGIAiTAiN/P iERKULIAiHAiN/TiESIS/HAiSIL/pienielitiain%20tierd
aihulu/riefriensi/MiENMBAiLIKAiNK iEISTIMiEWAiAiNNAiGAiRIDIMINAiNGKAiBAiU. pier Minggu, 20 
Nioviembier 2022 pukul 00:08 
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 Kiet ient iuan ini siejalan d iengan kietient iuan ayat (3) Pasal 202 

iUiU No. 32 Tahiun 2004. iUndang- iundang ini jiuga miengat iur piemilihan 

kiepala d iesa ataiu nama lain masyarakat d iesa. Ayat (3) Pasal 202 

bierbiunyi: “Piemilihan kiepala diesa bagi siuatiu kiesatiuan masyarakat 

mieniuriut hiukium adat biesierta hak-hak iulayatnya, sielama masih hidiup 

dan diakiui kiebieradaannya, b ierlakiu kietientiuan hiukium adat sietiempat 

yang diatiur dalam pieratiuran daierah. bierdasarkan p ieratiuran 

piemierintah.” 

iUndang- iUndang Hak Asasi Maniusia Nomor 39 Tahiun 1999 (iUiU 

HAM) mier iupakan iundang- iundang piertama yang disahkan 

piemierintah iunt iuk miengat iur hak asasi maniusia siecara liebih liuas. 

iUndang- iundang ini lahir dari sier iuan iunt iuk miempierkiuat kiewajiban 

niegara iunt iuk mienghormati, mielindiungi, dan miemajiukan hak asasi 

warga niegaranya.  

  P ierkiembangan iUiU HAM dip ierciepat iuntiuk mieniegaskan 

kiewajiban niegara mielindiungi HAM yang sielama ini t ierabaikan 

sielama Ord ie Bariu. isi iundang- iundang ini adalah TAP MPR No. 

XVII/MPR/1998 t ientang HAM.23 

  S iebieliumnya, di iera Ord ie Bar iu, isiu hak asasi maniusia, 

tiermasiuk hak masyarakat adat, mienjadi salah sat iu topik iutama yang 

banyak miendapat pierhatian. Pada masa Ord ie Bar iu, masyarakat adat 

                                                             
23Ibid. 
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dikorbankan iunt iuk miemieniuhi ambisi p iembangiunan p iemierintah. 

Tanah dan k iekayaan alam lainnya milik masyarakat adat disita dan 

dipaksa k ieliuar diesa atas nama p iembangiunan.24 Diskriminasi dan 

piengingkaran t ierhadap k iebieradaan masyarakat adat tidak liepas dari 

piersoalan hak asasi maniusia, khiusiusnya hak atas p iembangiunan dan 

hak atas lingk iungan. 

  S iejiumlah k ietient iuan yang miungkin t ierkait diengan 

kiebieradaan dan hak masyarakat hiukium adat dapat dilihat pada ayat 

(3) Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 iUiU HAM yang bierbiunyi: 

a) Ayat (3) Pasal 5 iUiU HAM 

“Sietiap orang, t iermasiuk kielompok rientan dalam masyarakat, 

bierhak atas p iengakiuan dan p ierlindiungan yang l iebih biesar 

siehiubiungan diengan prof iesinya.” 

b) Ayat (1) pasal 6 iUiU Hak Asasi Maniusia 

“Dalam rangka p ierlindiungan hak asasi maniusia, pierbiedaan dan 

kiebiut iuhan masyarakat hiukium adat har ius dihormati dan dilind iungi 

olieh hiukium, masyarakat dan p iemierintah.” 

c) Ayat (2) Pasal 6 iUiU HAM 

“Idientitas b iudaya masyarakat h iukium adat, tiermasiuk hak-haknya 

atas tanah adat dilindiungi siesiuai diengan p ierkiembangan zaman.” 

                                                             
24Ibid. 
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  Ayat (3) Pasal 5 iUiU HAM miengat iur liebih lanjiut kielompok 

yang liebih spiesifik. Masyarakat adat mier iupakan salah sat iu kielompok 

yang miemiliki k iekhiusiusan kar iena bierbieda d iengan piendiudiuk siecara 

kiesieliur iuhan. Piembiedaan ini miencakiup piertanyaan t ientang hiubiungan 

sosial, politik, dan lingk iungan d iengan alam. Kielompok masyarakat 

siepierti p ier iempiuan, anak-anak dan orang t iuli, sierta masyarakat adat, 

mienghadapi risiko t iertient iu. Sielain it iu, ayat (1) Pasal 6 iUiU HAM 

miengawali idientifikasi masyarakat hiukium adat. Kietient iuan ini 

mieniekankan p ientingnya p iemieniuhan kiebiut iuhan masyarakat hiukium 

adat yang bieranieka ragam, yang har ius dip ierhatikan dan dilind iungi 

olieh hiukium, masyarakat, dan niegara. T ierakhir, ayat (2) Pasal 6 iUiU 

HAM mienient iukan jienis-jienis hak masyarakat hiukium adat yang wajib 

dilindiungi olieh niegara, 

iUiU HAM mienjamin p ierlindiungan t ierhadap k iebieradaan dan 

hak-hak masyarakat hiukium adat siebagai bagian dari hak asasi man iusia 

yang wajib dihormati, dilind iungi dan dimajiukan olieh Niegara. Namiun, 

kietient iuan hiukium hak asasi maniusia miengikiuti mod iel pierjanjian 

biersyarat, yait iu siepanjang masih hidiup dan siesiui diengan pierkiembangan 

zaman. Masalah lain d iengan iUiU Hak Asasi Maniusia adalah tidak 

adanya instr iumien hiukium tambahan yang dapat dig iunakan siebagai 

bient iuk sp iesifik p ielaksanaan hak masyarakat adat atas s iumbier daya 

alam. 
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P ienjielasan miengienai k iet ient iuan hiukium yang diiuraikan di atas 

dirangk ium dalam tabiel dibawah ini. 

Tabiel 2. 1 Pienj ielasan h iukium adat di Indoniesia 

NO. Jienis at iuran Bab isi 

1. 
Konstit iusi 

niegara r iepiublik 

Indoniesia ( iUiUD, 

1945) 

Pasal 18 

B Ayat 2 

  

  

  

  

Pasal 28 

I (3) 

  

ayat (1) 

pasal 32 

  

(2) Niegara miengakiui 

dan mienghormati 

kiesat iuan-kiesat iuan 

masyarakat 

bierdasarkan hiukium 

adat dan hak 

tradisionalnya sielama 

masih hid iup dan siesiuai 

diengan pierkiembangan 

masyarakat dan prinsip 

niegara kiesat iuan 

Riepiublik Indoniesia 

yang diat iur diengan 

iundang- iundang. . 

(3) “Id ientitas biudaya 

masyarakat hiukium 
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adat, t iermas iuk haknya 

atas tanah biersama, 

dilind iungi siesiuai 

diengan pierkiembangan 

zaman.” 

Niegara miemajiukan 

kiebiudayaan nasional 

Indoniesia di t iengah 

pieradaban diunia, 

mienjamin k iebiebasan 

masyarakat iunt iuk 

mieliestarikan dan 

miengiembangkan nilai-

nilai biudaya. 

2. 
iUiU No.39 

Tahiun 1999 

T ientang  

Hak asasi Maniusia 

pasal 5 

(3) 

 

 

 

 

 

 

(3) Sietiap orang, 

t iermasiuk kielompok 

r ientan dalam 

masyarakat, bierhak atas 

piengakiuan dan 

pierlindiungan siesiuai 

diengan 
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pasal 

6(1)(2) 

karakt ieristiknya. 

 

(1) Dalam rangka 

pierlindiungan hak asasi 

maniusia, p ierbiedaan 

dan k iebiut iuhan 

masyarakat hiukium adat 

har ius dihormati dan 

dilind iungi olieh hiukium, 

masyarakat, dan 

niegara. 

(2). Idientitas biudaya 

masyarakat adat, 

t iermasiuk hak atas tanah 

adat yang dilind iungi, 

siesiuai diengan 

pierkiembangan zaman. 

 
iUndang- iUndang 

Nomor 5 Tahiun 

1960 tientang 

pasal 5 
Hiukium Agraria yang 

bierlakiu di Biumi, Air, 

dan Riuang Angkasa 



50 

 

P ierat iuran Pokok 

P iertanian. 

adalah hiukium adat, 

kieciuali jika 

biert ientangan d iengan 

kiepientingan nasional 

dan niegara bierdasarkan 

piersat iuan bangsa dan 

sosialismie Indoniesia, 

sierta pierat iuran-

pierat iuran yang 

t iercant ium dalam 

iundang- iundang ini dan 

iundang- iundang 

lainnya. Miendiengarkan 

iunsiur- iunsiur yang 

bierdasarkan hiukium 

agama. 

 
iUiU Pierikanan No. 

31 Tahiun 2004 

Pasal 6 

(2) 

P iengielolaan p ierikanan 

iunt iuk kiepientingan 

pierikanan dan biudidaya 

har ius miempierhatikan 

hiukium adat dan/ataiu 
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kiearifan lokal sierta 

miempierhatikan p ieran 

sierta masyarakat. 

 
iUiU No 1 Tahiun 

2014 miengiubah iUiU 

No 27 Tahiun 2007 

tientang P iengielolaan 

Wilayah P iesisir dan 

P iulaiu-P iulaiu Kiecil 

Pasal 21 

(sat iu) 

  

  

Pasal 

22(1) 

21(1). Piemanfaatan 

r iuang dan siumbier daya 

pierairan p iesisir dan 

pierairan p iulaiu-piulaiu 

kiecil di wilayah 

masyarakat hiukium adat 

olieh masyarakat hiukium 

adat mienjadi tangg iung 

jawab masyarakat 

hiukium adat sietiempat. 

22(1). Kiewajiban 

miemiliki izin mieniur iut 

pasal 16 ayat (1) dan 

pasal 19 ayat (1), 

kieciuali bagi 

masyarakat hiukium 

adat. 
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P ierat iuran Mient ieri 

Kielaiutan dan 

P ierikanan Riepiublik 

Indoniesia. Nomor 8 

Tahiun 2018 

“T ientang Tata Cara 

P ienietapan Wilayah 

Hiukium Masyarakat 

Hiukium Adat, 

Dalam P ienggiunaan 

Wilayah P iesisir dan 

P iulaiu-P iulaiu Kiecil” 

Pasal 4 Organ masyarakat adat 

siet iempat 

 
iUiU No. Nomor 5 

Tahiun 1967 t ientang 

P ierat iuran Pokok 

Kiehiutanan diganti 

diengan iUiU No. 

Nomor 41 Tahiun 

1999 tientang 

Kiehiutanan. 

(Pasal 

37 ayat 

(1) dan 

(2) 

 

(1) Piemanfaatan hiutan 

biasa dilak iukan olieh 

masyarakat adat yang 

biersangk iutan siesiuai 

diengan fiungsinya. 

 

(2) Piemanfaatan hiutan 

biasa yang bierfiungsi 
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lindiung dan liestari 

dapat dilak iukan 

siepanjang tidak 

miengganggiu 

fiungsinya. 

  

 

 
iUiU No. 22 Tahiun 

1999 diiubah 

mienjadi iUiU No. 

Nomor 32 Tahiun 

2004 tientang 

P iemierintahan 

Daierah. 

Ayat (9) 

Pasal 2 

  

  

  

  

Pasal 

202 ayat 

(3) 

Niegara miengakiui dan 

mienghormati k iesatiuan-

kiesat iuan masyarakat 

hiukium adat biesierta 

hak-hak tradisionalnya 

siepanjang masih hid iup 

dan siesiuai d iengan 

pierkiembangan 

masyarakat dan prinsip 

niegara kiesat iuan 

Riepiublik Indoniesia. 

  

“T ierhadap p iemilihan 
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kiepala diesa bagi siuat iu 

masyarakat mieniur iut 

hiukium adat biesierta 

hak-hak iulayatnya, 

sielama masih hid iup dan 

diak iui, kiet ient iuan 

hiukium adat sietiempat 

diat iur dalam p ierat iuran 

daierah bierdasarkan 

 
iUiU No. 32 tahiun 

2009 tientang 

pierlindiungan 

lingkiungan hid iup 

dan piemanfaatan 

yang rasional. 

Pasal 63 

(1) (t) 

(n) (K) 

(t) mienietapkan 

kiebijakan t ientang tata 

cara p iengakiuan 

kiebieradaan masyarakat 

hiukium adat, k iearifan 

lokal dan hak-hak 

masyarakat hiukium adat 

t ierkait diengan 

pierlindiungan dan 

piengielolaan 

lingkiungan hid iup. 
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(n) mienietapkan 

kiebijakan miengienai 

tata cara piengakiuan 

kiebieradaan masyarakat 

hiukium adat, kieahlian 

lokal dan hak-hak 

masyarakat hiukium adat 

t ierkait pierlindiungan 

lingkiungan dan 

piemierintahan provinsi 

  

(k) impliemientasi 

kiebijakan t ierkait tata 

cara p iengakiuan 

kiebieradaan masyarakat 

hiukium adat, 

piengamalan lokal dan 

hak-hak masyarakat 

hiukium adat t ierkait 

pierlindiungan dan 
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piengielolaan k iehidiupan 

di tingkat 

kabiupat ien/kota. 

 

 
iUiU No. Nomor 18 

Tahiun 2004 t ientang 

P ierkiebiunan. 

Ayat (2) 

Pasal 9 

Dalam hal tanah yang 

dig iugat mier iupakan hak 

iulayat atas tanah 

masyarakat hiukium adat 

yang t iernyata masih 

ada, siebielium 

piembierian hak 

siebagaimana dimaksiud 

pada ayat (1), 

pienggiugat hak har ius 

miengadakan 

piembicaraan d iengan 

hiukium adat. 

masyarakat yang 

miempiunyai hak iulayat 

dan p iendiudiuk yang 

miempiunyai hak atas 
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tanah yang 

biersangk iutan iunt iuk 

miempierolieh 

piersietiujiuan p iengalihan 

tanah dan ganti r iugi.” 

  

2.2. K ierangka Piemikiran 

Kierangka p iemikiran mier iupakan mod iel ataiu gambaran bier iupa konsiep, 

yang mienjielaskan hiubiungan antara variabiel sat iu variabiel diengan variabiel 

lainnya. S iebagai at iuran, striuktiur piemikiran t ierbient iuk di dalam bient iuk 

diagram ataiu diagram, g iuna miemiudahkan piemahaman t ierhadap biebierapa 

variabiel yang akan dip ielajari pada langkah sielanjiutnya. 

Kajian ini bierfok ius pada bagaimana niegara miemandang dan 

miengakiui masyarakat adat siebagai bagian dari t iumpah darah indoniesia 

yang har ius dilindiungi  dan mienganalisis. P iengak iuan masyarakat hiukium 

adat di Indoniesia khiusiusnya yang ada wilayah kabiupatien Alor di provinsi 

Niusa T ienggara Timiur dilihat dari sisi r iuang lingk iup piengakiuan 

bierdasarkan p ierat iuran daierah  kabiupat ien Alor No. 4 Tahiun 2018 t ientang 

piengakiuan dan p iembierdayaan k ieliembagaan adat. 
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Tab iel 2. 2.  Pienjielasan p ien ielitian sieb ieliumnya 

NO. 

Nama 

Pien ieliti/Jiud iul 

Stiudi 

Piersamaan Pierb iedaan 

1. Alvi Hiusaini 

(2021) 

P iERMASALAHA

N PiENGAKiUAN 

HAK NiEGARA 

MASYARAKAT 

HiUKiUM ADAT 

LAiUT 

(St iudi kasius: 

Masyarakat Adat 

Halmahiera 

S ielatan) 

P iersamaan 

pienielitian p ieniulis 

diengan pienielitian 

Alvi Hiusaini 

tierlietak pada jienis 

pienielitian dan objiek 

kajiannya, dimana 

pieniulis miendalami 

tientang piengakiuan 

hiukium adat. 

Dalam kajian yang 

dit iulis olieh Alvi 

Hiusaini, p ieniulis liebih 

miempierhatikan 

piermasalahan yang 

dihadapi olieh 

masyarakat adat 

piesisir t ierkait haknya 

atas laiut di 

Halmahiera bagian 

sielatan. 

2. Mirza Tri Liestari 

(2012) Analisis 

Hiukium dan 

Riegiulasi T ierhadap 

P iertimbangan 

Hakim Dalam 

Dalam kajian ini, 

piersamaan antara 

pieniulis dan p ienieliti 

dibahas dalam 

kierangka hiukium 

adat. 

Dalam kajian yang 

dit iulis Mirza Tri 

Liestari, ia mienyoroti 

prosies pierlindiungan 

hiukium atas hak 

komiunal masyarakat 
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P iutiusan 

P ielanggaran Biasa 

“LOKIKA 

SANGGRAHA” 

adat iunt iuk miengielola 

dan miemanfaatkan 

siumbier daya alam. 

3. YiUNIA INDAH 

S iETIAWATI 

(2017) 

P iERLINDiUNGA

N HiUKiUM HAK 

MASYARAKAT 

HiUKiUM ADAT 

iUNT iUK 

MiENGiELOLA 

DAN 

P iEMANFAATAN 

S iUMBiER DAYA 

ALAM (Rieviiew 

Hiukium iUiU No. 5 

Tahiun 1960 

tientang P ierat iuran 

Pokok Piertanian) 

Dalam kajian ini, 

piersamaan antara 

pieniulis dan p ienieliti 

dibahas dalam 

kierangka hiukium 

adat. 

Kajian yang dit iulis 

olieh Jiunia Inda 

S ietiawati mienyoroti 

fok ius hakim t ierhadap 

piutiusan t ierkait d ielik 

biasa. 
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BAB III 

PiEMBAHASAN 

3.1. Piengakiuan Masyarakat Adat Di Dalam Sist iem H iukium Indon iesia 

P iengakiuan dalam kamius biesar Bahasa Indoniesia miemiliki arti prosies, cara, 

pierbiuatan miengakiu ataiu miengakiui siecara die facto piengakiuan t ierhadap siuat iu 

piemierintahan yang siecara nyata mienjalankan k iekiuasaan iefiektif pada siuat iu niegara 

ataiu wilayah (masyrakat hiukium adat), siedangkan siecara die jiurie piengakiuan t ierhadap 

siuat iu piemierintahaan siecara hiukium ditandai d iengan adanya p iert iukaran diplomatik 

diantara d iua niegara.25 

Jika dikaitkan d iengan arti “p iengakiuan” t ierhadap p ienielitian ini adalah adanya 

piengakiuan ataiu diakiuinya masyarakat hiukium adat olieh piemierintah ataiu niegara, 

dibiuktikan d iengan adaya p ierlindiungan hak dan kiewajiban t ierhadap masyarakat 

hiukium adat mielaliui siebiuah pierat iuran yang bierlakiu di Indoniesia.  

 S iecara t ierminologis “p iengakiuan” ( ierkiening) bierarti prosies, cara, pierbiuatan 

miengakiu ataiu miengak iui. Dalam biukiu Gienieral Thieory of Law dan stat ie, Hans Kiels ien, 

miengiuraikan t ierminologi p iengakiuan dalam kaitannya d iengan kiebieradaan siuat iu 

niegara siebagai bierikiut t ierdapat diua Tindakan dalam siuat iu piengakiuan yakni 

Tindakan politik dan Tindakan hiukium. Tindakan politik miengakiui siuat iu niegara 

(kiebieradaan masyarakat adat) bierati niegara miengakiui bierkiehiendak iunt iuk 

                                                             
25 https://kbbi.wieb.id/aiku 
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miengadakan hiubiungan-hiubiungan politik dan hiubiungan-hiubiungan lain d iengan 

Masyarakat yang diak iuinya. Siedangkan Tindakan hiukium adalah prosiediur yang 

dikiemiukakan diatas yang dit ietapkan olieh hiukium int iernasional (hiukium nasional) 

iunt iuk mienietapkan fakta niegara (Masyarakat adat) dalam s iuat iu kasius konk iert.26 

Bierdasarkan r iefier iensi di atas, miengienai pientingnya p iengakiuan dan p ierlindiungan 

masyarakat hiukium adat yang bierbasis lahan, hal ini dis iebabkan adanya p iengakiuan  

niegara/p iemierintah baik siecara politik maiupiun hiukium mielaliui piengat iuran hak dan 

kiewajiban p iemierintah atas tanah, s iehingga mienimbiulkan p iemahaman. 

 Miembierikan p ienghormatan, k iesiempatan dan p ierlindiungan bagi p iengiembangan 

masyarakat hiukium adat dan hak tradisional  dalam  n iegara kiesat iuan Riepiublik 

Indoniesia. 

 Piengakiuan ini bierarti bahwa N iegara/P iemierintah miengakiui bahwa masyarakat 

hiukium adat miempiunyai hak atas siumbier daya alam yang dimilikinya dan P iemierintah 

bierkomitmien iunt iuk mielindiungi hak-hak t iersiebiut dari ancaman ata iu campiur tangan 

pihak lain. 

 Piengakiuan ini mier iupakan piengakiuan  t ierhadap hak-hak masyarakat hiukium adat atas 

tanah dan siumbier daya lainnya yang dinyatakan dalam hiukium niegara. 

 P iengakiuan hiukium niegara (hiukium positif), mieniur iut Aiustin diartikan siebagai 

hiukium yang dibiuat olieh orang ataiu Liembaga-liembaga yang miemiliki k iedaiulatan dan 

piengakiuan t iersiebiut dibierlakiuan t ierhadap anggota-anggota masyarakat politik yang 

                                                             
26 Husien Ailting, Dinaimikai Hukum Dailaim Piengaikuain Dain Pierlindungain Haik Maisyairaikait Hukum 
Aidait Aitais Tainaih, Yiogyaikairtai, 2010.,Hail 64. 
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mierdieka (indiepiendient political soci iety). Anggota masyarakat t iersiebiut miengakiui 

kiedaiulatan ataiu siupriemitas yang dimiliki orang ataiu Liembaga-liembaga p iembiuat 

hiukium yang biersangk iutan. 

Hak miengiuasai niegara dan miemiliki iulayat.27 Kietient iuan miengienai hal ini akan diat iur 

liebih lanjiut dalam p ierat iuran piemierintah. 

iUiUPA miemang k iuat konsiep bahwa p iemilik iulayat adalah masyarakat hiukium 

adat. Hal ini t ierlihat dalam pasal 3 iUiUPA yang mienyiebiutkan “ diengan miengingat 

kietientian-kietientiuan dalam pasal 1 dan 2 pielaksanaan hak iulayat dan hak-hak yang 

sieriupa dari masyarakat-masyarakat h iukium adat, siepanjang mieniuriut kienyataanya 

masih ada, harius siediemikian riupa siehingga siesiui diengan kiepientingan nasional dan 

niegara, yang bierdasarkan atas p iersatiuan bangsa sierta tidak bolieh biertientangan 

diengan iundang-iundang dan pieratiuran-pierat iuran dan pieratiuran-pieratiuran lain 

yang l iebih tinggi.’’ 

Diengan piengiertian ini t ierlihat diengan jielas bahwa hak iulayat adalah milik 

masyarakat hiukium adat. Piemahaman sier iupa jiuga dianiut olieh iUiUPA diengan 

miengatakan bahwa masyarakat hiukium adat yang miemiliki hak iulayat dilarang iunt iuk 

mienghalang-halangi p iembierian hak g iuna iusaha HGiU ataiu mienolak p iembiukaan 

hiutaniunt iuk kiepierliuan pienambahan bahan makanan dan p iemindahaan p iendiudiuk 

(pienjielasan II angka 3). D iengan mienggiunakan konsiep t iersiebiut, iUiUPA siekalig ius 

miengakiui kiebieradaan masyarakat hiukium adat sielakiu siubyiek yang miemiliki hak 

                                                             
27 Ibid, hail. 56. 
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iulayat (obyiek). Hak iulayat siebagai obyiek tidak miungkin ada tanpa kiebieradaan 

masyarakat hiukium adat siebagai siubyiek.28 

 Kiediudiukan h iukium (liegal standing) adalah k ieadaan dimana siesieorang ataiu 

siuat iu pihak dit ient iukan miemieniuhi syarat dan olieh kar iena it iu miempiunyai hak iunt iuk 

miengajiukan piermohonan p iersielisihan ataiu siengkieta ataiu pierkara di d iepan 

piengadilan. L iegal standing adalah adaptasi dari istilah piersona standi in j iudicio 

artinya hak iunt iuk miengajiukan g iugatan ataiu piermohonan di d iepan piengadilan.29 

Kiediudiukan hiukium ini pada dasarnya t iergant iung pada p ierat iuran hiukium yang 

bierlakiu di siuat iu tiempat. Ini bierarti bahwa siesieorang ataiu siuatiu organisasi hanya akan 

miemiliki k iediudiukan h iukium (liegal standing) jika mier ieka miemieniuhi syarat-syarat 

yang t ielah dit ient iukan olieh hiukium yang bierlakiu. Di banyak n iegara, hiukium yang 

bierlakiu miemiungkinkan hanya individ iu ataiu organisasi yang t ielah miengalami 

kier iugian siecara langsiung ataiu tidak langsiung yang miemiliki kiediudiukan hiukium 

(liegal standing) iunt iuk miengajiukan g iugatan.  

Hal ini dik ienal siebagai konsiep "standing to siuie". S ielain it iu, kiediudiukan 

hiukium (liegal standing) jiuga miemiungkinkan siuat iu masyarakat hiukium adat iunt iuk 

miengajiukan giugatan atas nama anggotanya. Misalnya, anggota siuat iu masyarakat 

hiukium adat, siepierti yang mienyangkiut piermasalahan lingk iungan, dapat miengajiukan 

giugatan atas nama masyarakat hiukium adat, jika mier ieka mierasa bahwa siuat iu pihak 

tielah mielanggar hak-hak lingkiungan. Siecara iumium, kiediudiukan hiukium (liegal 

                                                             
28 Ricairdio simairmaitai, iop. Cit., hlm. 57. 
29 Ha irjion io, “Kionstitusi Siebaigaii Rumaih Baingsai Piemikirain Hukum Dr. Hairj ionio, S.H., M.C.L. Waikil 

Kietuai MK”, (Jaikairtai: Siekrietairiait Jiendierail dain Kiepa initieraiain Ma ihkaimaih Kionstitusi, 2008), hlm. 176. 
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standing) mier iupakan p ierliuasan hak siesieorang ataiu siuat iu organisasi iunt iuk mielakiukan 

tindakan hiukium. Diengan kiediudiukan hiukium (liegal standing) yang t iepat, siesieorang 

ataiu siuatiu organisasi dapat miembiuat t iunt iutan hiukium dan miengambil tindakan 

hiukium iunt iuk miembiela hak-hak mier ieka. 

Kiediudiukan hiukium mier iupakan salah sat iu piersyaratan iunt iuk miengajiukan 

giugatan pada piengadilan. Tanpa k iediudiukan hiukium, orang ataiu organisasi yang ingin 

miengajiukan giugatan tidak akan dianggap sah. 

S iudikno Miertokiusiumo, bierpiendapat ada diua jienis t iunt iutan hak yakni:  

1. T iuntiutan hak yang miengandiung siengkieta disiebiut piermohonan dimana 

siekiurang-kiurangnya ada d iua pihak. 

2. T iuntiutan hak yang tidak miengandiung siengkieta disiebiut piermohonan dimana 

hanya t ierdapat sat iu pihak saja.30 

P iermohonan yang miengand iung siengkieta disiebiut piermohonan dimana 

siekiurang-kiurangnya ada d iua pihak. Pihak-pihak t iersiebiut har ius ada dalam siengkieta, 

dan salah sat iu ataiu kiediua pihak har ius miengajiukan t iunt iutan hak atas siesiuat iu. 

Contohnya, dalam siengkieta hiukium, salah sat iu ataiu kiediua pihak har ius miengajiukan 

tiunt iutan hak ataiu piermohonan k iepada piengadilan iunt iuk miencari k ieadilan ataiu 

piemiulihan.  

P iermohonan yang tidak miengandiung siengkieta disiebiut piermohonan dimana 

hanya t ierdapat sat iu pihak saja. Dalam hal ini, sat iu pihak har ius miembiuat piermohonan 

                                                             
30 Sudiknio Miertiokusum io, “Hukum Aicairai Pierdaitai Indioniesiai” ciet. kie-3, (Yiogya ika irtai: Libierty, 

1981), hlm. 23 



65 

 

iunt iuk mieniunt iut haknya. Contohnya, dalam kas ius hiukium, pihak yang mienjadi korban 

akan miengajiukan t iunt iutan hak iunt iuk mieniunt iut kompiensasi ataiu ganti r iugi dari pihak 

lain. Pihak lain tidak p ierliu miengajiukan t iuntiutan hak iuntiuk mienanggapi p iermohonan 

tiersiebiut. 

Kiesat iuan masyarakat hiukium adat miempiunyai dasar yiuridis formal 

“kiediudiukan hiukium” ataiu “L iegal Standing”. Dalam kont ieks hak asasi maniusia ada 

iUiUD NRI 1945 28I ayat 3 bierbiunyi “Idientitas b iudaya dan hak-hak masyarakat 

tradisional”.  S iedangkan dalam kont ieks piemierintahan daierah ada iUiUD NRI 1945 

Pasal 18B ayat 2 bierbiunyi “ niegara miengakiui dan mienghormati kiesat iuan –kiesatiuan 

masyarakat hiukium adat b iesierta hak-hak tradisionalnya siepanjang masih hid iup dan 

siesiuai diengan pierkiembangan masyarakat dan prinsip N iegara Kiesat iuan R iepiublik 

Indoniesia”. 

Diengan diemikian, kiesat iuan masyarakat hiukium adat miemiliki dasar yiuridis 

formal yang dit ierapkan dalam konstit iusi. Ini bierarti bahwa k iesat iuan masyarakat 

hiukium adat miemiliki k iekiuatan hiukium yang sama diengan liembaga piemierintah dan 

liembaga lain yang diat iur dalam konstit iusi. Hal ini miemiungkinkan k iesat iuan 

masyarakat hiukium adat iunt iuk bierniegosiasi dan miempierjiuangkan hak-haknya, sierta 

niegosiasi konflik yang timb iul dari konflik antara k iesat iuan masyarakat hiukium adat 

dan piemierintah ataiu liembaga lain. Ini jiuga miemiungkinkan k iesat iuan masyarakat 

hiukium adat iunt iuk miengharapkan p ierlindiungan yang sama dari p iemierintah dan 

liembaga lain yang diat iur dalam konstit iusi. Diengan d iemikian, k iesat iuan masyarakat 

hiukium adat dapat mieningkatkan stat ius dan hak-haknya di masyarakat s iecara liebih 

liuas. 



66 

 

Masyarakat hiukium adat dapat dikatakan die facto masih hid iup (act iual 

iexist iencie) har ius sietidaknya miemieniuhi fiungsional bierikiut: 

i. adanya masyarakat yang masyarakatnya miemiliki pierasaan k ielompok 

(in groiup f ieieling) 

ii. adanya pranata p iemierintahan adat 

iii. adanya p ierangkat norma hiukium adat 

iv. adanya wilayah adat31 

Masyarakat hiukium adat miemiliki p ierasaan k ielompok yang k iuat kariena 

mier ieka miemiliki siejarah dan tradisi yang bierbieda dari masyarakat lain. M ier ieka jiuga 

miemiliki pranata p iemierintahan adat, siepierti str iuktiur piemierintahan adat, pierat iuran 

adat, dan hiukiuman adat yang diik iuti dan dihormati. Pranata piemierintahan adat dapat 

mielibatkan siebiuah liembaga, siepierti komit ie adat, iunt iuk miembiuat dan mieniegakkan 

pierat iuran adat. Sielain it iu, masyarakat hiukium adat miemiliki wilayah adat yang bierisi 

siumbier daya alam dan hak-hak yang dimiliki olieh masyarakatnya. Wilayah adat jiuga 

miengat iur hak-hak istimiewa dan hak-hak khiusius yang dimiliki olieh anggota 

masyarakat. Tierakhir, masyarakat hiukium adat miemiliki p ierangkat norma hiukium 

adat yang bierisi at iuran-at iuran dan hiukiuman adat yang diikiuti olieh masyarakat. 

At iuran-at iuran ini dapat miencakiup aspiek siepierti p ierkawinan, p iercieraian, p iemilikan 

tanah, hak milik, dan lain-lain. Diengan miemieniuhi fiungsi-fiungsi t iersiebiut, masyarakat 

hiukium adat masih hid iup siecara die facto. 

                                                             
31Irfain Nur Raihmain Ainnai Triningsih, Ailiai Ha irumdaini W, da in Na illiom Kurniaiwa in, “Daisair 

Piertimbaingain Yuridis Kiedudukain Hukum (Liegail Stainding) Kiesaituain Maisyairaikait Hukum Aidait 

dailaim Priosies Piengujiain Undaing Undaing di Maihkaimaih Kionstitusi”. Jaikairtai: Pusait Pienielitiain dain 

Piengkaijiain Maihkaimaih Kionstitusi Riepublik Indion iesiai. 2011. 
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Hal it iu bierarti har ius adanya iunsiur- iunsiur disiebiutkan di atas iunt iuk masyarakat 

hiukium adat dapat dikatakan actiual iexistiencie jika miemieniuhi iunsiur- iunsiur t iersiebiut. 

Jika dilihat dari k ietient iuan konstit iusional p iengat iuran miengienai masyarakat 

hiukium adat tidak dapat did ieliegasikan olieh pierat iuran daierah kar iena jielas  dalam iUiUD 

NRI 1945 mienyatakan bahwa hal it iu diat iur dalam iundang- iundang. Kietiadaan 

pierat iuran liebih lanjiut t ientang krit ieria kiesat iuan masyarakat  hiukium adat dan hak 

tradisionalnya dalam iundang- iundang miembiuat jaminan dan p ienghormatan 

masyarakat hiukium adat yang dit iegaskan iUiUD NRI 1945 bielium siepieniuhnya 

diwiujiudkan.32 

Didalam konsit iusi tidak ada kata yang jielas iunt iuk miendiefinisikan apa saja 

yang mienjadi hak masyarakat hiukium adat di Indoniesia, dalama konsit iusi hanya 

mienyiebiutkan hak-hak tradisional masyarakat adat. Tanpa ada p ienjielasaan yang 

ciukiup iunt iuk mienyiebiutkan hak-hak apa saya yang mienjadi tangg iungjawab 

piemierintah/niegara t ierhadap masyarakat hiukium adat. 

iUnt iuk it iu, Piemierintah har ius siegiera miembiuat iundang- iundang yang miengat iur 

tientang masyarakat hiukium ada yang  miengat iur t ientang krit ieria kiesat iuan masyarakat 

hiukium adat, hak-hak yang mieliekat pada masyarakat hiukium adat, dan miekanismie 

iunt iuk miengat iur konflik yang miunciul dari hak-hak t iersiebiut. Sielain it iu jiuga har ius 

miengat iur t ientang bagaimana p iemierintah daierah dan masyarakat hiukium adat bisa 

biekierjasama iunt iuk miengat iur hak-hak tradisional. iUndang- iundang ini akan 

                                                             
32 Jainiedjri M Gaiffa ir, “Piengaikuain Maisyairaikait Hukum Aidait”, 27 Mairiet, 2008,http://www. sieputair- 

indion iesia i.ciom/iedisicieta ik/ iopini-sior ie/piengaikuain-ma isya iraika it-hukum-aidait-2. 
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miembant iu iunt iuk mienjaga kiesieimbangan antara kiepientingan masyarakat adat dan 

kiepientingan p iemierintah.  

S ielain it iu, P iemierintah jiuga pierliu mielakiukan dialog diengan masyarakat 

hiukium adat agar dapat miemahami k iebiut iuhan masyarakat t iersiebiut. Piemierintah har ius 

miengakiui bahwa masyarakat adat miemiliki hak-hak khiusius yang har ius dihormati 

dan dihargai. P iemierintah jiuga har ius miemastikan bahwa hak-hak ini tidak akan 

dilanggar olieh piemierintah dan jiuga olieh pihak lain. Miemastikan bahwa masyarakat 

adat miendapat pierhatian yang layak dan p ierlakiuan yang adil. D iengan diemikian 

P iemierintah akan bierhasil dalam mienjamin dan mielindiungi hak-hak masyarakat 

hiukium adat. Miemastikan  masyarakat adat miendapat pierlakiuan yang adil dan hak-

hak mier ieka dihormati. sierta akan mienjadi dasar iunt iuk mieningkatkan k iesiejaht ieraan 

masyarakat adat dan miemastikan bahwa mier ieka miendapatkan hak-hak yang sama 

siepierti warga niegara lainnya. 

iUnt iuk it iu, pierat iuran liebih lanjiut yang miengat iur krit ieria kiesat iuan masyarakat 

hiukium adat sierta hak-hak tradisional masyrakat hiukium adat. Hal ini p ienting agar 

masyarakat hiukium adat dapat miendapatkan pierlindiungan hiukium yang miemadai dan 

hak-hak mier ieka dapat dihormati. P ierat iuran ini jiuga dip ierliukan iuntiuk miemastikan 

bahwa konstit iusi tidak t ierlaliu liuas dalam p ienafsirannya dan hanya bierlakiu iunt iuk 

masyarakat hiukium adat yang bierhak atas p ierlindiungan hiukium. S iecara iumium, 

masyarakat hiukium adat bierhak iunt iuk miempiertahankan hak-hak kiebiudayaan, 

lingkiungan, dan hak lainnya yang mieliekat pada wilayah mier ieka. Olieh kar iena it iu, 

piengat iuran konstit iusional ini p ierliu dipierkiuat diengan p ierat iuran liebih lanjiut yang 

miengat iur t ientang hak-hak yang mieliekat pada masyarakat hiukium adat.  
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P ienggiunaan istilah masyarakat adat dalam p ierat iuran pier iundang- iundangan 

jiuga tidak konsist ien. Hal ini kar iena pada sietiap pierat iuran yang bierbieda miemiliki 

diefinisi yang bierbieda miengienai istilah masyarakat adat. Misalnya, iUiU No. 5 Tahiun 

1960 tientang P ierat iuran Dasar Pokok Agraria miemiliki diefinisi yang bierbieda dari iUiU 

No. 32 Tahiun 2004 t ientang P iemierintahan Daierah, dimana iUiU No. 5 Tahiun 1960 

mienggiunakan istilah "masyarakat tradisional" iuntiuk mier iujiuk kiepada masyarakat 

adat, siedangkan iUiU No. 32 Tahiun 2004 mienggiunakan istilah "masyarakat adat". 

P ienggiunaan istilah yang bierbieda pada p ierat iuran pier iundang- iundangan yang bierbieda 

dapat mienyiebabkan k iesiulitan bagi para pihak yang bierkiepientingan dalam 

miemahami hak-hak yang dimiliki olieh masyarakat adat. 

Diefinisi dan krit ieria masyarakat hiukium adat dalam p ier iundang- iundangan 

dijielaskan dalam tabiel bierikiut:33 

 

Tab iel 3. 1 Pienjielasan d iefinisi dan krit ieria masyarakat h iukium adat dalam 

p ieriundang- iundang. 

iUiU P iemierintah Daierah Kiesat iuan masyarakat hiukium adat miemieniuhi iunsiur: 

a. siepanjang masih hid iup 

b. siesiuai diengan p ierkiembangan masyarakat 

c. siesiuai diengan prinsip N iegara Kiesat iuan Riepiublik 

Indoniesia 

                                                             
33Ya incie Airizionai, “Aintairai Tieks dain Kiontieks”.Jaika irta i:HUMAi.2010.hail. 46. 
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d. Diat iur dalam iundang- iundang 

iUiU HAM Tidak mienyangkiut diefinisi masyarakat adat, namiun 

miengat iur pierlindiungan t ierhadap id ientitas biudaya 

masyarakat hiukium adat, t iermasiuk hak atas tanah 

iulayat dilind iungi sielaras d iengan pierkiembangan 

zaman. 

iUiU Kiehiutanan  a. Masyarakat masih dalam bient iuk pagiuyiuban 

(riechtsgiemieienschap) 

b. Adanya k ieliembagaan dalam bient iuk pierangkat 

piengiuasa adatnya 

c. Adanya wilayah hiukium adat yang jielas 

d. Adanya pranata hiukium, khiusiusnya pieradilan adat, 

yang masih ditaati 

e. Masih miengandalkan p iemiungiutan hasil hiutan di 

wilayah hiutan siekitarnya iuntiuk piemieniuhan 

kiebiut iuhan hid iup siehari-hari. 
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iUiU S iumbier Daya Air Masyarakat hiukium adat adalah siekielompok orang 

yang t ierkait olieh tatanan hiukium adatnya siebagai 

warga biersama siuat iu piersiekiut iuan hiukium adat yang 

didasarkan atas k iesamaan t iempat tinggal ata iu atas 

dasar k ietiur iunan 

iUiU P ierkiebiunan  a. Masyarakat masih dalam b ient iuk pagiuyiuban (riecht 

giemieienschap) 

b. Ada kieliembagaan dalam bient iuk pierangkat 

piengiuasa adat 

c. Adanya wilayah hiukium yang jielas 

d. Adanya pranata dan p ierangkat hiukium, khiusiusnya 

pieradilan adat yang masih ditaati 

e. Ada piengakiuan diengan pierat iuran daierah 

iUiU P iengielolaan 

Wilayah P iesisir dan 

P iulaiu-piulaiu kiecil 

iUiU ini miembagi masyarakat adat dalam tiga kat iegori 

a. Masyarakat adat adalah k ielompok masyarakat 

piesisir yang siecara t iuriun-t iemiur iun biermiukim di 

wilayah g ieografis t iertient iu kariena adanya ikatan 

pada asal- iusiul lieliuhiur, adanya hiubiungan yang k iuat 

diengan siumbier daya p iesisir dan p iulaiu-piulaiu kiecil, 

sierta adanya sist iem nilai yang mienient iukan pranata 

iekonomi, politik, sosial, dan hiukium. 

b. Masyarakat lokal adalah k ielompok masyarakat 

yang mienjalankan tata kiehidiupan siehari-hari 
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bierdasarkan k iebiasaan yang siudah dit ierima 

siebagai nilai-nilai yang bierlakiu iumium t ietapi tidak 

siepieniuhnya biergant iung pada siumbierdaya p iesisir 

dan piulaiu-piulaiu kiecil t iert ientiu. 

c. Masyarakat tradisional adalah masyarakat 

pierikanan tradisional yang masih diak iui hak 

tradisionalnya dalam p ierairan k iepiulaiuan siesiuai 

diengan kaidah hiukium laiut int iernasional. 

iUiU Pierlindiungan dan 

P iengielolaan 

Lingkiungan Hid iup 

Masyarakat hiukium adat adalah k ielompok masyarakat 

yang siecara t iur iun t iemiur iun biermiukim di wilayah 

gieografis t iertient iu kariena adanya ikatan pada asal iusiul 

lieliuhiur, adanya hiubiungan yang kiuat diengan 

lingkiungan hidiup, sierta adanya sist iem nilai yang 

mienient iukan pranata iekonom, politik, sosial dan 

hiukium. 

RPP Tata Cara 

P iengiukiuhan 

Masyarakat Hiukium adat 

dan piengielolaan H iutan 

adat 

Masyarakat H iukium adat adalah siekielompok orang 

yang t ierhimpiun dalam sat iu pagiuyiuban 

(riechtsgiemieienschap), yang miemiliki k ieliembagaan 

adat, wilayah hiukium, pranata dan p ierangkat hiukium 

adat yang masih ditaati, s ierta bierada dalam kawasan 

hiutan niegara 
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RiUiU P ierlindiungan 

Kiesat iuan masyarakat 

Hiukium Adat. 

Kiesat iuan masyarakat Hiukium Adat adalah k ielompok 

masyarakat yang siecara t iur iun-tiemiur iun hidiup di 

wilayah g ieografis t iertient iu bierdasarkan ikatan asal-

iusiul lieliuhiur, diengan siumbier daya alam dan 

lingkiungannya miemiliki adat, nilai id ientitas biudaya 

yang khas yang dit iegakkan olieh liembaga adat. 

S ielain it iu jiuga diat iur crita kiesat iuan masyarakat adat 

siebagai bierikiut: 

a. Mier iupakan siuat iu kielompok masyarakat yang 

bierasal dari sat iu lieliuhiur dan/ataiu miendiami 

wilayah adat yang sama 

b. Miempiunyai wilayah adat t iertient iu, baik yang 

diiusahakan maiupiun yang diliestarikan siecara 

tiur iun t iemiur iun yang mier iupakan milik biersama 

c. Miempiunyai liembaga adat t iersiendiri 

d. Miemiliki adat istiadat dan at iuran hiukium adat 

tiersiendiri 

e. S iepanjang masih ada ieksist iensinya tidak 

biert ientangan d iengan siemangat p iembangiunan 

nasional. 

 

Dari paparan diatas Diefinisi yang paling iumium dari masyarakat adat adalah 

kielompok yang miemiliki pola hid iup, norma, nilai dan tradisi yang bierbieda dari 
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biudaya lokal. Namiun, biebierapa p ierat iuran mienyiebiut masyarakat adat siebagai 

kielompok yang miemiliki hiubiungan khiusius diengan tanah. Ini mienyiratkan bahwa 

masyarakat adat har ius miemiliki hiubiungan d iengan tanah t iertient iu, namiun pierat iuran 

lain jiuga mienyiebiutkan bahwa masyarakat adat dapat bierasal dari lingk iungan liuar.  

Kietidakkonsist ienan dalam d iefinisi masyarakat adat dalam p ierat iuran 

pier iundang- iundangan t ielah mienyiebabkan Biebierapa k ielompok masyarakat adat t ielah 

miempiertahankan hak-hak mier ieka diengan miengajiukan giugatan kie piengadilan, t ietapi 

kar iena adanya k ietidakkonsist ienan dalam d iefinisi masyarakat adat, banyak 

piengadilan yang tidak dapat mienangani masalah ini d iengan bienar.  

Kietidakkonsist ienan ini jiuga t ielah mienimbiulkan masalah lain. S iebagai 

contoh, di biebierapa daierah, pierat iuran yang bierbieda miengienai masyarakat adat dapat 

mienyiebabkan banyak konflik antar kielompok masyarakat adat. Hal ini t ierjadi kar iena 

sat iu kielompok masyarakat adat miungkin miemiliki hak yang bierbieda dari k ielompok 

masyarakat adat lainnya, t iergant iung pada d iefinisi apa yang dig iunakan. Ini 

mienyiebabkan banyak k iebingiungan dan k ietidakadilan di antara k ielompok 

masyarakat adat. Kar iena masalah ini, p iemierintah har ius mieninjaiu diefinisi masyarakat 

adat dalam p ierat iuran p ier iundang- iundangan dan mienggiunakan sat iu diefinisi yang 

konsist ien iunt iuk siemiua pierat iuran. Ini akan miembant iu iunt iuk mienghindari konflik di 

antara kielompok masyarakat adat dan miemastikan bahwa hak-hak siemiua kielompok 

masyarakat adat dip ierhatikan.  

iUmiumnya kat iegori hak yang bierhiubiungan diengan masyarakat hiukium adat 

ada 3 antara lain: 
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a. Hak iunt iuk “miengiuasai” (miemiliki, miengiendalikan) dan miengielola 

(mienjaga, miemanfaatkan) tanah dan s iumbier daya alam di wilayah 

adatnya. 

b. Hak iunt iuk miengat iur diri siendiri siesiuai diengan adat (t iermasiuk pieradilan) 

dan at iuran yang adat yang dis iepakati biersama masyarakat adat. 

c. Hak iunt iuk miengiur ius diri siendiri bierdasarkan sist iem 

kiepiengiur iusan/k ieliembagaan adat.34 

Hak iunt iuk Miengiuasai adalah hak bagi masyarakat hiukium adat iunt iuk 

miemiliki, miengiendalikan dan miengielola tanah dan siumbier daya alam di wilayah 

adatnya. Hal ini bierarti bahwa masyarakat adat miemiliki hak iunt iuk miengat iur 

pienggiunaan tanah dan siumbier daya alam, dan iunt iuk miengambil k ieiunt iungan dari 

siumbier daya alam siecara adil.  

Hak iuntiuk Miengat iur Diri S iendiri bierarti bahwa masyarakat adat miemiliki 

hak iunt iuk mienientiukan bagaimana mier ieka akan miengat iur diri mier ieka siendiri siesiuai 

diengan adat dan at iuran yang disiepakati biersama. Hal ini bierarti bahwa masyarakat 

adat miemiliki hak iunt iuk mienient iukan bagaimana mier ieka akan mienangani masalah 

yang miunciul di wilayah adat mier ieka, t iermasiuk pieradilan.  

Hak iunt iuk Miengiur ius Diri S iendiri b ierarti bahwa masyarakat adat miemiliki 

hak iunt iuk mienient iukan sist iem kiepiengiur iusan ataiu kieliembagaan yang akan dig iunakan 

iunt iuk miengielola dan miengiendalikan tanah dan siumbier daya alam di wilayah adat 

                                                             
34 Yaincie Airizionai, Haik Ulaiyait: piendiekaitain haik aisaisi mainusiai dain kionstitusi ionailismie 
indioniesiai,Jurnail Kionstitusi, 6 (2), 2009, hail. 51. 
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mier ieka. Ini bierarti bahwa masyarakat adat miemiliki hak iunt iuk miengat iur bagaimana 

wilayah adat mier ieka akan dik ielola dan dik iembangkan. 

P iengakiuan masyarakat adat bierarti mienyadari bahwa hak-hak masyarakat 

adat harius diakiui olieh siemiua pihak, t iermasiuk hak iunt iuk miengiurangi dan mienciegah 

diskriminasi, p ielanggaran hak asasi maniusia, dan p iengiurangan k iemiskinan, sierta hak 

iunt iuk mienikmati, bierpartisipasi, dan miengaksies siumbier daya alam dan biudaya 

mier ieka. Ini jiuga tiermasiuk hak iunt iuk mienikmati hak politik, iekonomi, sosial, biudaya, 

dan hak-hak kiebiudayaan lainnya, sierta hak iunt iuk miemiliki tanah dan miengiendalikan 

siumbier daya alam. P iengakiuan masyarakat adat jiuga bierarti mienghargai hak-hak 

mier ieka iunt iuk miempiertahankan dan miengiembangkan id ientitas mier ieka, bahasa, 

tradisi, dan nilai-nilai, sierta hak iunt iuk mienjalankan kiebijakan siendiri dan miengambil 

kiepiutiusan siendiri atas masalah-masalah yang bierhiubiungan diengan k iehidiupan 

mier ieka. Piengakiuan masyarakat adat jiuga miencakiup hak iunt iuk miengaksies 

piendidikan yang layak dan bierkiualitas, sierta hak iunt iuk mienikmati hak-hak yang 

bierhiubiungan diengan k iesiehatan, hak asasi maniusia, dan p ierlindiungan sosial. S ielain 

it iu, piengakiuan jiuga miencakiup hak iunt iuk mienghormati dan mielindiungi k iebiudayaan 

mier ieka, t iermasiuk hak iunt iuk mienghormati dan mieliestarikan sist iem nilai-nilai dan 

biudaya lokal mier ieka. P iengakiuan masyarakat adat jiuga har ius miencakiup hak iunt iuk 

mienikmati hak-hak lingk iungan dan miengaksies siumbier daya alam. 

Hampir sieliur iuh pierat iuran yang bierkaitan d iengan k iebieradaan masyarakat adat 

mienggiunakan frasa “piengakiuan” siebagai dijielaskan dalam tabiel bierikiut.35 

                                                             
35 Ibid. hail 58. 



77 

 

S iebagaimana diiuraikan tabiel dibawah ini : 

Tab iel 3. 2 Pienjielasan Pierat iuran Yang Mienggiunakan Frasa “Piengakiuan” 

iUiU P iemierintah Daierah  Niegara miengakiui dan mienghormati 

iUiU HAM Miengakiui dan mielakiukan p ierlindiungan t ierhadap 

hak-hak masyarakat adat 

iUiU KiEHiUTANAN a. P iemierintah (k iemienhiut) mienietapkan stat ius 

hiutan adat 

b. P iemda miembiuat Pierda p iengiukiuhan masyarakat 

adat 

c. Mielakiukan p iembierdayaan bagi p ieningkatan 

kiesiejaht ieraan masyarakat. 

 

iUiU S iumbierdaya Air Miengakiui dan mielakiukan p ierlindiungan t ierhadap 

hak-hak masyarakat adat 

iUiU P ierkiebiunan Tidak miengat iur siecara t ierpierinci miengienai 

tanggiung jawab niegara dalam p ierlindiungan 

kiebieradaan dan p iemajiuan hak-hak masyarakat 

adat. 

iUiU Piengielolaan Wilayah 

P iesisir dan Piula iu-P iulaiu 

Kiecil 

P iemierintah miengakiui, mienghormati dan 

mielindiungi. 
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iUiU P ierlindiungan dan 

P iengielolaan Lingk iungan 

Hidiup 

a. P iemierintah, mienietapkan k iebijakan miengienai 

tata cara piengakiuan k iebieradaan masyarakat 

hiukium adat yang t ierkait diengan p ierlindiungan 

dan piengielolaan lingk iungan hidiup. 

b. P iemierintah provinsi, mienietapkan k iebijakan 

miengienai tata cara piengakiuan kiebieradaan 

masyarakat hiukium adat, kiearifan lokal, dan hak 

masyarakat hiukium adat yang t ierkait d iengan 

pierlindiungan dan p iengielolaan lingk iungan 

hidiup. 

c. P iemierintah kabiupat ien/kota, mielaksanakan 

kiebijakan miengienai tata cara piengakiuan 

kiebieradaan masyarakat hiukium adat, kiearifan 

lokal dan hak masyarakat hiukium adat yang 

tierkait diengan pierlind iungan dan p iengielolaan 

lingkiungan hid iup. 

RiUiU P ierlind iungan 

Kiesat iuan Masyarakat 

Hiukium Adat 

P iemierintah miembient iuk Badan P ierlindiungan 

Kiesat iuan Masyarakat H iukium Adat (BPKMHA) di 

piusat dan Daierah iunt iuk mielakiukan t iugas 

pierlindiungan t ierhadap k iesat iuan Masyarakat Adat. 

BPKMHA biert iugas iunt iuk mienietapkan k iebijakan 

program, mienyiusiun anggaran, koordinasi dan 
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mielakiukan ievaliuasi dan p iengawasan t ierhadap 

pierlindiungan k iesat iuan masyarakat hiukium adat. 

RPP Tata Cara Piengiukiuhan 

Masyarakat H iukium Adat 

dan P iengielola Hiutan 

1. Mielakiukan p ienietapan hiutan adat bierdasarkan 

iusiulan yang miemieniuhi syarat siuat iu komiunitas 

siebagai masyarakat adat 

2. Mielakiukan ievaliuasi t ierhadap k iebieradaan 

masyarakat hiukium adat. 

 

     Salah sat iu wilayah indoniesia yang miemieniuhi piersaratan siebagai mana dimaksiud 

di atas adalah kabiupat ien Alor di N iusa Tienggara Timiur dimana kabiupat ien ini 

bierbatasan laiut diengan wilayah niegara Diemokrasi Timiur Liest ie, dilihat dari 

historisnya di jaman dahiuliu miemang kiediua kawasan ini miemiliki kaitan yang sangat 

ierat atar kiediuanya, baik dalam hal biudaya, p ierdagangan, maiupiun inraksi lainya 

kar iena miemang jaman dah iuliu kiediua wilayah ini tidak dipisahkan d iengan diua batas 

wilayah niegara yang bierbieda siepierti saat ini. 

3.2. Siejarah, Sosial, dan Biudaya Masyarakat Alor 

Kabiupat ien alor adalah siebiuah kabiupat ien yang t ierlietak di Provinsi N iusa 

T ienggara Timiur, siebiuah kabiupat ien yang t iermasiuk dari wilayah t ierliuar indoniesia 

kar iena bierbatasan laiut diengan niegara diemokratik Timor Liest ie, diengan ibiukota 
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bierada di Kalabahi. Pada tahiun 2021 jiumlah piendiudiuk di kabiupat ien Alor 

bierjiumlah 213.994 jiwa d iengan liuas wilayah 2.298,88 km².36 

Dalam p ienielitian asing siejak tahiun 1522, di p iulaiu pantar salah sat iu piulaiu 

biesar yang bierada di kabiupat ien Alor, siudah ada laporan p ierjalanan dari sieorang 

port iugis yang mielakiukan pierjalanan yang mieliewati sielat ombai yang biernama 

Antonio Galvao pada tahiun 1563, pada saat it iu piulaiu pantar masih biernama 

Galiaiu t iercatat jiuga dalam kitab niegarakiertagama  siebagai daierah yang bierada di 

timiur niusantara biersamaan d iengan p iulaiu solot, siumba, dan timiur.37 

Tahiun 1901 k ietika wilayah N iusantara dijajah olieh bielanda p iulaiu Alor jiuga 

tidak liupiut dari k iekiuasaan hindia bielanda, yang mienapakakan kakinya iunt iuk 

piertama kalinya di daratan Kalabahi ata iu yang diuliu biernama Kiusambi ib iu kota 

kabiupat ien alor saat ini.38 

S iebielium kiedatangan bangsa asing, masyarakat kabiupat ien alor saat it iu jiuga 

siudah mienggiunakan istilah yang mienggambarkan aliansi wilayah yang 

dit iuangkan dalam syair liego-liego. Liego-Liego adalah siuat iu tarian yang 

mienggambarkan k iekierabatan warga antar siukiu yang ada di wilayah Alor yang 

diiringi syair-syair biermiuatan sikap saling mienghargai dan mienghormati antar 

siukiu dan agama di wilayah Alor. 

                                                             
36 https://id.wikipiediai. iorg/wiki/Kaibupa it ien_Ail ior di aiksies pa idai: Ra ibu, 7 Diesiembier 2022 pukul 19:20 

WIB 
37 Pigiea iud.Bairnies 1962. 1982. Hail 1. 
38 Ibid. 
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Van Fraassien 1982, siejak rat iusan tahiun dahiuliu siudah ada hiubiungan antara 

kierajaan majapahit di p iulaiu jawa diengan wilayah di Alor khiusiusnya adalah 

diengan wilayah di pantar yang m iemiliki kisah historis t iersiendiri d iengan 

majapahit. Hal ini didapat dari cierita masyarakat lokal yang mienggambarkan pada 

zaman dahiuliu ada sieorang jawa yang mienietap di daierah p iulaiu pantar siekitar 600 

tahiun yang laliu ataiu siekitar tahiun 1400 M. cierita ini dip ierkiuat olieh pieniut iuran dari 

salah sat iu masyarakat lokal yang miencieritakan bahwa S ieorang Jawa biernama 

Modjopahit mienietap di pantai di siudiut Piulaiu Pantar..39 

Dari cierita dan gambaran dari biebierapa orang asing dan dik iuatkan olieh warga 

lokal miemang p ieradaban yang ada di da ierah alor siudah ada siebielium indoniesia 

mierdieka. 

Kondisi Gieografis Dan profiesi Piend iud iuk 

Kondisi g ieografis kabiupat ien alor t ierdiri dari 9 p iulaiu yait iu alor, p iura, pantar,   

biuaya, k iura, kiepa, t ieriewieng, kangg ie dan niuh bieng.  Yang t ierdiri dari 175 d iesa 

dan kieliurahan, 17 kiecamatan dan bier ibiu kota di kalabahi. S iedangkan dari batas 

wilayah kabiupat ien alor bierbatasan d iengan sielat lomblien di siebielah barat, piulaiu 

maliukiu tienggara di siebielah timiur, sielat obay di siebielah sielatan, laiut flor ies di iutara.  

S iedangkan dilihat dari topografi wilayah alor didominasi olieh dataran 

piegiuniungan piersientasie kiemiringan 15-40% dan 64,25% diengan gambaran bahwa 

                                                             
39 Ibid. 
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daierah alor adalah da ierah k iepiulaiuan yang didominasi olieh piegiuniungan dan 

liembah sierta garis pantai yang panjang yang m iengielilinginya. 

Di daierah yang miemiliki miusim kiemaraiu yang panjang miembiuat masyarakat 

Alor miembiuat kiurangnya lahan p iersawahan. S iedangkan masyarakat alor yang di 

daierah piesisir har ius bierhadapan d iengan miusim barat diengan ar ius bawah laiut sierta 

gielombang yang tinggi s iehingga mier ieka tidak bisa bierlaiut. Sierta  t ierjadinya 

piertiemiuan ar ius ar ius dingin di Aiustralia dan ar ius panas Indoniesia, fienomiena ini 

jiuga mienyiebabkan banyak ikan mati s iehingga dan mielimpah siehingga harganya 

miurah, bahkan sieringkali ikan dibiarkan mati miembiusiuk. 

Hingga saat ini nielayan di kawasan p iulaiu alor jiuga masih mienggiunakan alat-

alat tradisional s iepierti biubiu, panah ikan, sierta alat-alat lain sielain it iu iunt iuk 

mienjiernihkan pandangan saat mienyielam masyarakat miemiliki cara iunik yait iu 

diengan mienggiunakan k iunyahan k ielapa  dalam bahasa siet iempat di siebiut ing fat 

kiedie.40 

S ielain nielayan mata p iencaharian masyarakat Alor jiuga bierkiebiun, t ier iutama 

masyarakat yang biermiukim di daierah p iegiuniungan, hasil p ierkiebiunannya antara 

lain kopi, vanila, k iemiri, kienari dan jambiu miet ie. Di bidang p iet iernakan masyarakat 

miemielihara ayam, kambing, sapi, babi dan hiewan t iernak lainya.  Siedangkan di 

hasil hiutan masyarakat miemanfaatkan rotan, bambiu dan kayiu iunt iuk bahan 

bangiunan. Jag iung mier iupakan makanan k iediua sietielah bieras yang mienjadi favorit 

                                                             
40 Ibid. 
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masyarakat .makanan khas dari Alor yang t ierbiuat dari jag iung yait iu jagiung titi 

yang dimakan biersama-sama d iengan kacang k ienari. 

Kieindahan  bawah laiut  Alor jiuga diakiui olieh pienyielam mancaniegara siebagai 

yang t ierindah k iediua sietielah p iemandangan bawah la iut Laiut Karibia. Namiun 

sayangnya, siemiua it iu tidak miembawa kiesiejaht ieraan bagi p iendiudiuk Alor dan 

siekitarnya. Jiustr iu biebierapa inviestor asing diiunt iungkan siecara iekonomi dari 

kieindahan alam Kiepiulaiuan Kabiupat ien Alor. Saat ini siudah ada biebierapa r iesort 

yang mienawarkan diestinasi iutama adalah wisata bawah la iut diengan kieaniegraman 

dan biota laiut yang bieragam siebagai daya tarik iutamanya. 

Kiep iercayaan Nien iek Moyang dan Agama-Agama Biesar  

Kiepiercayaan nieniek moyang zaman dahiuliu masyarakat alor adalah iUrf ied 

Lahta  yait iu diewa matahari. k iepiercayaan it iu saat ini siudah tiergiesier diengan adanya 

agama-agama biesar yang hadir k ie Alor. Pienyiebiutan diewa matahari dalam 

masyarakat Alor miempiunya pienyiebiutan namiun miemiliki siuatiu hakikat yang 

sama, hal ini dis iebabkan olieh kieragaman bahasa yang ada di kabiupat ien Alor, 

S ielain k iepiercayaan t ierhadap d iewa matahari, di wilayah Kabiupat ien Alor d iuliunya 

tierdapat kiepiercayaan bahwa nieniek moyang sieorang wanita datang dari langit 

biergielar fikar ie ataiu tilakar ie (piutri matahari).,  siedangkan laki-laki datang dari 

daratan  Giuniung Antang Afieang, mieniur iut Mieniur iut Abn ier Yietimaiu (65)41 

                                                             
41 Saistri Sunairti. “Miendiengair Nieniek Mioyaing Turun dairi Laingit: Miotif Cieritai Aisail-Usul Suku dairi 

Ail ior, Purai, dain Paintair, Nusai Tienggairai Timur”.Jaikairtai: LIPI Priess. 2018.hail 24. 
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Agama Islam  

S iejak abad k ie-14 di piulaiu pantar sieorang p iensiiunan p ienieliti kiebiudayaan alor 

mienyiebiutkan bahwa agama p iertama yang hadir di da ierah alor adalah islam ja iuh 

siebielium datangnya agama krist ien prot iestan dan katolik di alor mielaliui catatan 

siejarah olieh Marziuki magang, mieniur iutnya k iedatangan agama islam alor datang 

mielaliui diesa Gieliubala di p iulaiu pantar yang dibawa olieh iutiusan dari k iesiultanan 

tiernat ie pada tahiun 1522. 

Kiehadiran islam siemakin liuas pierkiembanganya sietielah datangnya lima 

biersa iudara diengan sat iu miubaligh biernama abd iullah bieliaiu imam piertama di Alor,  

mier ieka bierpiencar dalam mienyiebarkan islam di da ierah alor. Jiejak pieninggalan 

islam yang masih bisa dilihat saat ini adalah alq iuran k iuno dari k iulit kayiu yang 

tiersimpan di salah sat iu riumah di lingk iungan istana alor biesar biunga bali. 

Agama Nasrani 

walaiupiun k iedatangan islam liebih dahiuliu dibanding krist ien prot iestan dan 

katolik namiun saat ini p iendiudiuk kabiupat ien didominasi olieh krist ien prot iestan hal 

ini kar iena diuliunya agama krist ien dibawa olieh orang-orang bielanda yang datang 

mielaliui t ieliuk miutiara di kalabahi k iedatangan mier ieka biesierta misionaris krist ien 

iunt iuk mienyiebarkan agama di wilayah alor, s iebagian biesar masyarakat yang 

miemieliuk agama krist ien adalah orang-orang g iuniung siedangkan di wilayah siepierti 

alor kiecil alor biesar didominasi olieh komiunitas miuslim. 

Moko  
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Salah sat iu jiuliukan kabiupat ien Alor  adalah sieribiu moko, kariena miemang di alor 

banyak dit iemiukan moko/niekara yang mier iupakan hasil dari p ieradaban p ier iunggiu 

yang bierasal dari da ierah liembah Hong Song di viietnam yang bierkiembang siekitar 

1000 SM sampai 1 SM yang p ienyiebaran dari Asia T ienggara dan jiuga Niusantara. 

Kiebiudayaan ini bierkiembang di indoniesia pada masa p ieralihan miesolitikium dan 

nieolitik ium hingga p ieriodie miegalitikium.42. 

S iebieliumnya, niekara dig iunakan di Viietnam siebagai sarana rit iual kieagamaan. 

Dimana simbol pada N ieckar mieniunjiukkan siklius hid iup maniusia dari lahir, 

bierbiur iu, biercocok tanam hingga mati. B iernard Comp iers miengatakan bahwa 

Niekara tiba di Alor pada abad k ie-18 dan k ie-19 Masiehi. sietibanya di alor, 

timbangan liebih dik ienal diengan nama moko dan fiungsinya jiuga bier iubah mienjadi 

mas kawin p iernikahan , Mieniur iut masyarakat Alor, moko yang dianggap t iua bisa 

miemiuat siepiuliuh sampai d iua piuliuh moko, artinya moko t iua biernilai siepiuliuh 

sampai d iua piuliuh moko miuda.43 

S ielain jadi bielis ataiu mas kawin, moko jiuga dig iunakan siebagai lambang 

idientitas, siebagai lambang stat ius sosial, siebagai bienda r ieligiius magis, siebagai alat 

niegosiasi adat, siebagai alat t iukar dan siebagai bagian iutama dari rangkaian Gong 

P iusaka.44 

Liego-liego siebagai Piengikat Piersat iuan S iukiu 

                                                             
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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jielaskan tarian liego-liego di kabiupat ien alor Tarian Liego-Liego adalah tarian 

tradisional yang bierasal dari Kabiupat ien Alor, Niusa T ienggara Timiur. Tarian ini 

biasanya dilak iukan pada acara-acara tradisional, siepierti iupacara piernikahan, 

piengangkatan raja, dan p iesta pielayaran. Tarian ini biasanya dilak iukan olieh 

siekielompok orang yang bierjiumlah lima ataiu liebih. Tarian ini dimiulai diengan lag iu 

tradisional yang dis iebiut "Liego-Liego". Lag iu ini biertiujiuan iunt iuk miengajak para 

pienari iunt iuk biergierak dan mienari biersama. S ielama lag iu ini dimainkan, para 

pienari akan biergierak majiu-miundiur, bierpiutar, dan mienari dalam bierbagai cara. 

S ietiap g ierakan dalam tarian Liego-Liego miemiliki arti yang bierbieda. Gierakan-

gierakan ini mier iepr iesientasikan k iegiatan-kiegiatan siehari-hari, s iepierti miemasak, 

bierbiur iu, miendayiung, dan lain-lain. Gierakan ini jiuga mienggambarkan k iebiudayaan 

dan tradisi lokal di Kabiupat ien Alor. Tarian ini jiuga siering disiertai d iengan alat 

miusik tradisional, s iepierti g iendang, gong, siuling, dan lain-lain. Alat miusik ini 

miembant iu mienciptakan siuasana yang mienarik dan miengasyikkan sielama pienari 

mielakiukan gierakan-gierakan tari yang bierbieda. Tarian Liego-Liego mier iupakan 

bagian yang p ienting dari biudaya dan tradisi Alor. Tarian ini sangat pop iulier di 

kalangan p iendiudiuk lokal, dan jiuga di kalangan wisatawan dan p iecinta biudaya 

yang datang k ie Kabiupat ien Alor. 

Liego-liego adalah tarian tradisional dimana laki-laki dan p ier iempiuan saling 

biergand iengan tangan miembient iuk lingkaran, dalam bahasa Kiui dis iebiut Dar, dan 

dalam bahasa Ar iung disiebiut Biekiu. Tarian ini dik ienal liuas di Kiepiulaiuan Alo, pada 

zaman dahiuliu tarian ini dig iunakan dalam iupacara adat iunt iuk mienghormati 

lieliuhiur, p iembiukaan d iesa bar iu dan pieniuh diengan simbol. 
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Mieniur iut pienieliti liuar liego-liego miempiunyai nilai sakral yang miengandiung 

mitologi k iesiukiuan, siejarah asal iusiul (gieniealogi), k iekiuatan gaib (siupiernat iural), 

dan dapat mienghiubiungkan pienari diengan roh lieliuhiur (trancie). Kat iubi (2017) jiuga 

mielakiukan ieksplorasi liego di wilayah Kiui yang mielipiuti tiga siukiu yait iu Abiui, 

Klon dan Khamap. Mieniur iut dia, liego-liego di masyarakat Kiui miulai hilang akibat 

bierkiurangnya p ienggiunaan bahasa Kiui di kalangan masyarakat Alor. Dia m ielihat 

bahwa k iui jiuga miempiengar iuhi ancaman Liego. Isi syair yang dilant iunkan saat 

piertiunjiukan liego-liego jiuga miencierminkan siemangat piersat iuan dan p iersaiudaraan, 

sielain mienggambarkan siejarah asal iusiul siukiu ataiu siejarah nieniek moyang 

tient iunya. Syair "liego-liego" di "Alor B iesar" dan "Alor Kiecil", misalnya, 

mienggambarkan hiubiungan k iekierabatan antar siukiu yang tinggal di sana.. 

iUmiumnya liego-liego dimainkan siecara mielingkar, siebagai simbol 

kiebiersamaan dan p iersat iuan diengan mielingkari bat iu misbah yang sielaliu 

dit iemiukan di sietiap kamp iung. Posisi antara p ienari p ier iempiuan dan laki-laki 

bierbieda di k iediua asal liego-liego. Di wilayah orang g iuniung mienari diengan 

miemieliuk piunggiung pienari p ier iempiuan dan laki-laki, siedangkan iunt iuk wilayah 

pantai posisi tangan saling b iergandiengan antara pienari laki-laki dan p ier iempiuan.. 

3.3. Lingkiup Piengakiuan Adat Alor 

Kabiupat ien Alor mier iupakan daierah d iengan kiekayaan biudaya yang tinggi 

yang bierasal dari nilai liuhiur yang masih dip iertahankan hingga saat ini, k iekayaan 

biudaya t iersiebiut diharapkan dapat mienjadi modal dalam p iembangiunan daierah, 
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tierwiujiudnya siebiuah t iujiuan maka har ius ada modal disiapkan, dimana modalah 

yang dig iunakan disini adalah kiebiudayaan yang ada har ius diliestarikan dijaga dan 

dilindiungi. 

 Siebagai tangg iung jawab di masa  miendatang, piemierintah daierah siebagai 

piemimpin daierah miemiliki k iewajiban dalam mienjamin sierta mieliestarikan 

kiekayaan biudaya lokal di daierah. Pierat iuran Daierah Kabiupat ien Alor No. 4 Tahiun 

2018 t ientang P iengakiuan dan P iembierdayaan Kieliembagaan Adat, bier iusaha 

miengakomodir p iengakiuan adanya masyrakat adat di kabiupat ien Alor. 

Dilihat dari nilai historinya p ienyiusiunan p ierat iuran ini adalah siemangat iunt iuk 

miemajiukan daierah mielaliui kiekayaan lokal mielaliui nilai-nilai lieliuhiur, yang masih 

di piegang t iegiuh olieh masyrakat Alor, adat istiadatnya digali dan dil iestarika iunt iuk 

dirasakan k iemanfaatan dimasa miendatang. 

S iebielium t ierbient iuknya P ierat iuran ini, p ieranan tokoh adat di Kabiupat ien Alor 

masih biergierak di tingkat diesa ataiu malah masih dalam lingk iup mier ieka siendiri. 

Diengan adanya p ierat iuran daierah, p ieran dan p iengakiuan tokoh adat mienjadi liebih 

biesar, dik iembangkan di tingkat kabiupatien agar siemiua liembaga adat yang ada di 

kabiupat ien Alor bisa biersiniergi iunt iuk miembangiun wilayahnya liewat tradisi. 

S iehingga P ierat iuran Daierah mienjadi dasar hiukium bagi P iemierintah dan 

masyarakat hiukium adat dalam p ielaksanaan hiukium di daierah. 

Hadirnya p ierat iuran daierah diharapkan mampiu miemiupiuk siemangat sierta  

gierakan para tokoh adat di kabiupat ien Alor dalam mienjalin hiubiungan d iengan 
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tokoh adat lainya, dalam rangka iunt iuk mieliestarikan adat dan biudaya baik mielaliui 

piertiemiuan adat ditinkat lokal d iesa hingga tingkat kabiupat ien.  

Ada biebierapa pokok piembahasan yang ada didalam P ierat iuran Daierah 

Kabiupat ien Alor tientang piengakiuan dan p iembierdayaan k ieliembagaan adat ini. 

Diantaranya adalah miembahas miengienai kieliembaggan adat, wilayah adat, hiukium 

adat, kiewajiban dan tangg iung jawab, piembierdayaan, forium kieliembaggan adat, 

piendanaan, dan p iembinaan, p iengawasan, p iemantaiuan dan ievaliuasi. 

S iecara liebih liengkap pienjielasan miengienai pokok p iembahasan yang ada 

dalam P ierat iuran Daierah Kabiupat ien Alor No. 4 tahiun 2018 t ientang p iengakiuan dan 

piembierdayaan k ieliembagaan adat dit ierangkan dibawah ini: 

1. K ieliembagaan Adat  

 Di dalam p ierat iuran daierah kab iupat ien alor t ientang piengakiuan dan 

piembierdayaan k ieliembagaan adat, yang di maksiud d iengan kieliembagaan adat 

mier iupakan gabiungan masyarakat adat yang t ierdiri dari liembaga adat riumpiun, 

miusyawarah adat riumpiun, dan d iewan adat diesa ataiu  kieliurahan yang siemiunya di 

bient iuk atas dasar hiukium adat siet iempat. 

a. Liembaga adat riumpiun 

Liembaga adat r iumpiun mier iupakan iunit t ierkiecil dari liembaga adat 

yang ada di kab iupat ien alor, dibient iuk bierdasarkan wilayah adat dan 

kiesiepakatan para tokoh adat sierta disahkan mielaliui siumpah adat dalam 

siuat iu wilayah, bierdasarkan latar bielakang asal- iusiul sierta kiearifan lieliuhiur, 
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yang tierdiri dari biebierapa kamp iung yang ditranformasi mienjadi gabiungan 

biebierapa d iesa ataiu kieliurahan. 

Liembaga adat r iumpiun biertangg iung jawab iuntiuk mienyiediakan 

pielayanan yang bierhiubiungan diengan hiukium adat, siepierti p iengadilan adat, 

yang bierfiungsi iunt iuk mienyieliesaikan masalah yang bierhiubiungan diengan 

hiukium adat dan miembant iu masyarakat di wilayah adat mienyieliesaikan 

konflik antar individ iu, kieliuarga, maiupiun k ielompok. Liembaga adat 

r iumpiun jiuga biertangg iung jawab iunt iuk miengat iur dan miengawasi k iegiatan 

yang dilak iukan olieh warga adat dalam wilayah adat mier ieka, dalam hal ini 

miengat iur piemakaian lahan, piertanian, k iehiutanan, dan lain-lain. Liembaga 

adat riumpiun jiuga biertangg iung jawab iunt iuk mieliestarikan biudaya adat dan 

kiearifan lieliuhiur dan siebagai pieniengah jika t ierjadi p iersielisihan antar diesa 

ataiu kieliurahan di wilayah adat. 

S iedangkan p iembient iukannya dilakiukan olieh gabiungan biebierapa 

diewan adat d iesa ataiu kieliurahan yang bierada dalam kiesat iuan wilayah adat 

sierta atas dasar  kiesamaan k iult iural, data iempiris yang bierasal dari tokoh 

adat, kajian lapangan, dan kiesiepakatan para tokoh adat dalam miusyawarah 

adat yang dit ietapkan diengan k iepiutiusan biupati atas iusiul kiepala diesa ataiu 

liurah mielaliui camat. 

Liembaga Adat dibient iukan bierbasis pada biudaya lokal. Miencakiup 

pienggabiungan biebierapa d iewan adat d iesa ataiu kieliurahan yang bierada 

dalam kiesat iuan wilayah adat. Piembient iukan liembaga adat didasarkan pada 

kiesamaan biudaya, data iempiris yang bierasal dari tokoh adat, kajian 
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lapangan, dan k iesiepakatan para tokoh adat dalam miusyawarah adat. 

P iembient iukan Liembaga Adat dilakiukan dari iusiul masyrakat yang diajiukan 

kiepada biupati olieh kiepala diesa ataiu liurah mielaliui camat. Sietielah disiet iujiui, 

biupati akan miengieliuarkan k iepiut iusan yang mienandatangani p iembient iukan 

Liembaga Adat. 

Saat ini jiumlah liembaga ada yang ada di kabiupat ien Alor bierjiumlah 

12 liembaga adat riumpiun yang t iersiebar disieliur iuh wilayah kabiupat ien alor 

yang t ierdiri dari: 

1. liembaga adat N iuh Ating 

2. liembaga adat p iura, t iernat ie, biuaya 

3. liembaga adat abiui, klon, hamap dan masin 

4.  liembaga adat abiui liembiur 

5. liembaga adat  abiui wielai 

6. liembaga adat abiui matar iu 

7. liembaga adat kiuligang 

8. liembaga adat kolana 

9. liembaga adat bat iulolong 

10. liembaga adat liera g ier ieng 

11. liembaga adat biaang wala 

12. liembaga adat baraniusa. 
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 Kiepiengiur iusan liembaga adat riumpiun dibient iuk mielaliui ius iulan dari 

masing-masing siub r iumpiun yang t ierdiri dari: biebierapa diesa ataiu kieliurahan 

dan ataiu diewan adat diesa ataiu kieliurahan yang miengiutius pierwakilannya yang 

biert iugas iunt iuk mienient iukan kiepiengiur iusan bierdasarkan hasil k iesiepakatan 

yang dit ietapkan dalam miusyawarah adat sierta sahkan dalam siumpah adat.  

S iejarah T ierbientiuknya 12 (Diua B ielas) L iembaga riump iun Adat 

1. Liembaga Hiukium Adat Niuh Atinang (disingkat LANA) dibient iuk diengan 

piengambilan siumpah pada miuktamar adat pada tanggal 23-24 Noviembier 

2011 di Foymahien Anainfar - Diesa Kalabahi Barat Kiecamatan Tieliuk 

Miutiara; 

2. Balai Adat Biuaya T iernat ie Tiernat ie (disingkat LA-PTB) dibient iuk 

bierdasarkan siumpah biasa pada miufakat adat pada tanggal 30 Noviembier 

2011 di Diesa Limarahing - Piura Kiecamatan P iulaiu P iura; 

3. Liembaga Hiukium Adat Abiui, Klon, Hamap dan Masin (disingkat 

LAAKHAM) dibient iuk diengan P iengiucapan S iumpah Hiukium Adat pada 

Miusyawarah H iukium Adat pada tanggal 9-11 Janiuari 2012 di D iesa 

Moramam Kiecamatan Alor Barat Daya; 

4. Liembaga Kieliuarga Adat Liembiur Abiui (disingkat LARAL) dibient iuk 

diengan p iengambilan siumpah adat pada piert iemiuan adat tanggal 24-26 

April 2012 di D iesa T iulieng Kiecamatan Liembiur; 

5. Liembaga Hiukium Adat Abiui Wielay (disingkat LA-WI) dibient iuk diengan 

piengambilan siumpah dalam rapat adat pada tanggal 18-19 Jiuni 2012 di 

Diesa Fanating Kiecamatan T ieliuk Miutiara; 
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6. Liembaga Adat Abiui Matar iu (disingkat LA-ABiUI) dibient iuk diengan 

piengambilan siumpah adat pada piertiemiuan adat pada tanggal 30 Janiuari-

2 Fiebr iuari 2013 di Bagalb iui Diesa Matar iu Timiur Kiecamatan Matar iu; 

7. Liembaga Adat Kiulligang (disingkat LAK) dibient iuk diengan piengambilan 

siumpah pada miuktamar adat pada tanggal 3-4 Noviembier 2012 di 

Mobobaa, D iesa Kalondama Barat, Kiecamatan Panthar Barat La iut; 

8. Liembaga Hiukium Adat Kolana dibient iuk diengan piengambilan siumpah 

dalam rapat adat pada tanggal 14-16 Noviembier 2016 di Kolana, D iesa 

Kolana iUtara, Kabiupat ien Alor Timiur; 

9. Liembaga Adat Bat iulolong (disingkat LABA) dibient iuk diengan 

miengiucapkan siumpah adat pada p iertiemiuan adat pada tanggal 17-19 

Noviembier 2016 di Ap iui, Diesa Kielaisi Timiur, Kabiupatien Alor S ielatan; 

10. Liembaga Hiukium Adat Liera Gier ieng (disingkat LA-LG) dibient iuk atas 

dasar siumpah yang diiucapkan dalam miufakat adat pada tanggal 20-21 

Noviembier 2017 di Bakalang, D iesa Bat iu, Kiecamatan Pantar Timiur; 

11. Liembaga Hiukium Adat Wala Biaang (disingkat LA-BW) dibient iuk 

diengan p iengambilan siumpah adat pada tanggal 24 Noviembier 2017 di 

diesa Maiuta pada saat piertiemiuan adat pada tanggal 23-24 Noviembier 2017 

di Maliang d iesa Miuriabang Pantar Tienga distrik ; dan  

12. Liembaga Hiukium Adat Baraniusa dibient iuk diengan p iengambilan 

siumpah dalam Miusyawarah Adat pada tanggal 26-27 Noviembier 2017 di 

Baraniusa Diesa Baraniusa Kiecamatan Pantar Barat 

b. Miusyawarah adat riumpiun  
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Miusyawarah adat r iumpiun mier iupakan piert iemiuan yang dilaksanakan 

tokoh adat tingkat riumpiun. P iemimpinnya dipilih dari masing-masing 

iutiusan siub r iumpiun yang t ierdiri dari biebierapa d iesa ataiu kieliurahan dan ata iu 

dari diewan adat diesa ataiu kieliurahan yang miengiut ius pierwakilannya iunt iuk 

dit ietapkan siebagai piemimpin miusyawarah. 

P iesierta miusyawarah adat riumpiun t ierdiri dari iut iusan: 

a. pierwakilan siub r iumpiun 

b. masing-masing d iesa ataiu kieliurahan  

c. diewan adat diesa ataiu kieliurahan. 

Kiewienangan Miusyawarah adat riumpiun adalah iunt iuk mienietapkan 

kiepiengiur iusan, mienietapkan program k ierja, mienietapkan biaya sosial adat, 

mienyieliesaikan siengkieta antar diesa ataiu kieliurahan di dalam r iumpiun dan 

ataiu kiewienangan lainnya yang dibierikan bierdasarkan k iesiepakatan. 

Yang dimaksiud Biaya sosial adat mielipiuti: bielis dan moring, 

piemakaman s iecara adat, piembiuatan r iumah ataiu giudang adat, piembiuatan 

sanggar biudaya dan rit iual adat lainya yang miembiut iuhkan kontribiusi 

warga adat. Biaya sosial dilaksanakan d iengan prinsip miengiutamakan 

rit iual yang biermakna, liuhiur dan bieradab, bieroriientasi pada k iehidiupan 

masa d iepan dan g ienierasi pienier ius dan iefisiiensi sierta iefiektifitas. 

P ienyielienggaraan, miusyawarah adat r iumpiun dilaksanakan paling s iedikit 

1 kali dalam sietahiun. 
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c. Diewan adat diesa ataiu kieliurahan 

Diewan adat diesa ataiu kieliurahan adalah d iewan adat yang dib ient iuk 

dalam siuat iu wilayah p iemierintahan d iesa ataiu kieliurahan. P iembient iukannya 

didasarkan pada gabiungan biebierapa siukiu yang bierada di d iesa ataiu 

kieliurahan, bierdasarkan  k iesatiuan wilayah adat dan k iesamaan k iult iural, 

sierta bierasal dari data  iempiris tokoh adat, piengakiuan masyarakat t ierhadap 

kietokohan, dan k iesiepakatan para tokoh adat. Diewan adat t ierdiri dari 

iutiusan siukiu siesiuai diengan kiearifan lokal dan warisan lieliuhiur. 

Kiepiengiur iusan diewan adat d iesa/kieliurahan dib ient iuk mielaliui iusiulan 

dari masing-masing siukiu yang t ierdiri dari biebierapa siub siukiu yang 

miengiut ius p ierwakilannya iunt iuk mienient iukan k iepiengiur iusan b ierdasarkan 

kiesiepakatan yang dit ietapkan diengan p ierat iuran d iesa ataiu liurah. 

2. Wilayah Adat  

Wilayah Adat adalah tanah adat yang bier iupa tanah, air dan ata iu pierairan 

biesierta siumbier daya alam yang ada diatasnya d iengan batas-batas t iertient iu dimiliki, 

dimanfaatkan dan diliestarikan siecara t iur iun t iemiur iun dan siecara bierkielanjiutan 

iunt iuk miemieniuhi k iebiut iuhan hid iup masyarakat yang dip ierolieh mielaliui piewarisan, 

dan lieliuhiur mier ieka ataiu giugatan kiepiemilikan bier iupa tanah iulayat ataiu hiutan adat. 

P iemierintah daierah miengakiui wilayah adat yang dit ietapkan diengan kiepiutiusan 

biupati bierdasarkan p iembagian liembaga adat riumpiun, yang miemiliki batas 

wilayah t iertient iu baik bierbatasan siecara alami dan ata iu bierbatasan d iengan 

komiunitas lainnya. 
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Bierdasarkan lampiran P ierat iuran Daierah Kabiupat ien Alor No. 4 Tahiun 2018, 

masing-masing liembaga adat riumpiun miemiliki wilayah d iesa ataiu kieliurahan yang 

bieragam, yakni : 

1. Liembaga Adat Niuh Atinang yang t ierdiri dari 34 d iesa/kieliurahan. 

2. Liembaga Adat Piura, Tiernat ie, Biuaya yang t ierdiri dari 9 diesa/k ieliurahan. 

3. Liembaga Adat Abiui, Klon, Hamap Dan Masin t ierdiri dari 20 

diesa/kieliurahan. 

4. Liembaga Adat Abiui Liembiur yang t ierdiri dari 15 d iesa/kieliurahan. 

5. Liembaga Adat  Abiui Wielai yang t ierdiri dari 8 d iesa/k ieliurahan. 

6. Liembaga Adat Abiui Matar iu yang t ierdiri dari 7 d iesa/k ieliurahan. 

7. Liembaga Adat Kiuligang yang t ierdiri dari 9 d iesa/k ieliurahan. 

8. Liembaga Adat Kolana yang t ierdiri dari 22 d iesa/k ieliurahan. 

9. Liembaga Adat Bat iulolong t ierdiri dari 14 d iesa/k ieliurahan. 

10. Liembaga Adat Liera Gier ieng yang t ierdiri dari 22 d iesa/kieliurahan. 

11. Liembaga Adat Biaang Wala yang t ierdiri dari 10 d iesa/kieliurahan. 

12. Liembaga Adat Baraniusa yang t ierdiri dari 5 d iesa/k ieliurahan. 

3. Hiukium Adat 

Hiukium adat adalah siepierangkat norma ata iu atiuran, baik t iertiulis maiupiun tidak 

tiertiulis, yang biersiumbier dan bierlakiu iuntiuk miengat iur tingkah lak iu maniusia yang 

biersiumbier dari k iebieradaan biudaya bangsa Indoniesia, yang diwariskan s iecara 

tiur iun-tiemiur iun, riuang lingkiupnya sielaliu dihormati dan mienjiunjiung tinggi k ieadilan 

dan kiet iertiban iumium sierta miempiunyai akibat hiukium ataiu hiukiuman. 
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Piemierintah daierah miengakiui kiebieradaan hiukium adat yang t iumbiuh dan 

bierkiembang dalam masyarakat adat yang d iengan miempierhatikan prinsip: 

kieadilan sosial, k iesietaraan g iendier, hak asasi maniusia dan k ieliestarian lingk iungan 

hidiup. 

4. Kiewajiban Dan Tangg iung Jawab 

Dalam p ielaksanaan p iembierdayaan k ieliembagaan adat, piemierintah daierah 

bierkiewajiban iunt iuk mienyiediakan siekr ietariat dan biaya op ierasional 

kiesiekr ietariatan forium kieliembagaan adat, miendaftarkan liembaga adat riumpiun, 

piembinaan atas p ier iencanaan program bagi liembaga adat riumpiun, piembinaan 

program di bidang k iebiudayaan bagi liembaga adat riumpiun, piembinaan t ieknis 

komiunikasi dan p iengielolaan miusieium adat r iumpiun kiepada liembaga adat riumpiun, 

pienggalian t iutiuran adat dan p ieniulisan cierita adat dari masing-masing r iumpiun, 

yang sielanjiutnya dihimp iun siebagai bahan iutama miuatan lokal pada k iurikiulium 

siekolah dasar dan siekolah lanjiut tingkat p iertama, p iembinaan program di tingkat 

diesa/k ieliurahan k iepada diewan adat d iesa/k ieliurahan dan miendiukiung program dan 

kiegiatan lainnya dalam rangka mieningkatkan k iesiejaht ieraan masyarakat adat. 

Kiewajiban t iersiebiut dilaksanakan olieh pierangkat daierah yang miembidangi 

iur iusan siekr ietariat daierah, k iesat iuan bangsa, politik dan p ierlindiungan masyarakat, 

pier iencanaan, p ienielitian dan p iembangiunan daierah, k iebiudayaan dan pariwisata, 

miusieium, kiearsipan dan p ierpiustakaan, p iendidikan, p iembierdayaan masyarakat 

diesa, kiepiendiudiukan dan catatan sipil, lingk iungan hidiup dan pierangkat daierah lain 

siesiuai program dimaksiud. 
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Dalam mienjalankan fiungsinya, liembaga adat riumpiun biertangg iung jawab 

atas: pierlindiungan nilai biudaya, p iengiembangan nilai biudaya dan p ieliestarian nilai 

biudaya. 

P ierlindiungan nilai biudaya dalam rangka p ierlindiungan t ierhadap nilai biudaya, 

liembaga adat r iumpiun biertangg iung jawab: mienginvientarisasi rit iual adat, sieni dan 

biudaya, mienginv ientarisasi asiet kiekayaan biudaya dan p ieninggalan siejarah, 

miengidientifikasi dan mienyielieksi nilai iunggiul yang dapat dik iembangkan, 

mienciptakan int ieraksi yang siehat dalam masyarakat siehingga nilai iunggiul dapat 

tierwiujiud dan mienanggapi siegala p iersoalan yang miunciul siecara proaktif. 

P iengiembangan nilai biudaya dalam rangka p ierlindiungan t ierhadap nilai 

biudaya, liembaga adat r iumpiun biertangg iung jawab t ierhadap miengadakan 

piertiemiuan piertiemiuan r iutin paling siedikit 1 kali dalam 1 tahiun, mienyiusiun r iencana 

dan pielaksanaan k iegiatan p iemieliharaan sierta p iendayag iunaan pot iensi asiet 

kiekayaan biudaya dan p ieninggalan biudaya daierah, pienielitian adat, sieni dan biudaya 

daierah, t iermasiuk pienielitian siejarah, antropologi dan ark ieologi ata iu 

kiepiurbakalaan, p iendidikan, p ienielitian dan p ienielitian siumbier daya maniusia, 

apr iesiasi sieni biudaya daierah dan sosialisasi dan p iublikasi nilai biudaya daierah 

kiepada masyarakat. 

P ieliestarian biudaya dalam rangka p ieliestarian nilai biudaya, liembaga adat 

r iumpiun biertangg iung jawab t ierhadap p ienietapan biaya sosial adat yang 

miensiejaht ierakan rakyat, pienggalian dan p ieniulisan nilai dan t iutiuran adat siebagai 

kiearifan warisan lieliuhiur, bierkielanjiutan nilai liuhiur mielaliui miuatan lokal di 
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siekolah-siekolah dan sanggar biudaya dan p iendirian dan p iengielolaan miusieium adat 

r iumpiun. 

P iembierdayaan, p iemierintah daierah dalam rangka p iembierdayaan 

kieliembagaan adat, wajib dan biertanggiung jawab mienyiediakan fasilitas sarana dan 

prasarana bagi p ielaksanaan p iengakiuan, p ierlindiungan dan p ienghormatan 

masyarakat adat, mielibatkan liembaga adat riumpiun dan/ataiu diewan adat 

diesa/k ieliurahan dalam mier iumiuskan kiebijakan prosies pier iencanaan program 

piembangiunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat dan m iemfasilitasi 

dilakiukannya inv ientarisasi, int iernalisasi dan r ievitalisasi adat. 

P ielibatan liembaga adat riumpiun dan/ataiu diewan adat d iesa/kieliurahan 

dilaksanakan pada k iegiatan miusyawarah p ier iencanan p iembangiunan yang dimiulai 

dari tingkat d iesa/k ieliurahan, k iecamatan, dan kabiupat ien. 

6. Forium K ieliembagaan Adat 

Forium Kieliembagaan Adat adalah for ium piertiemiuan di tingkat Kabiupat ien 

yang mielibatkan para pierwakilan liembaga adat r iumpiun, organisasi p ierangkat 

daierah, p ierwakilan organisasi k iemasyarakatan bierbasis biudaya yang sah, dan 

pihak k ietiga yang dis iepakati olieh siekiurang-kiurangnya 4 ( iempat) pierwakilan 

liembaga adat riumpiun 

 Dalam rangka miempierkiuat piersat iuan dan komiunikasi, dib ient iuklah for ium 

kieliembagaan adat yang bierkiediudiukan di ib iukota kabiupatien. P ierwakilan 

kieanggotaan for ium kieliembagaan adat t ierdiri dari liembaga adat riumpiun dan 
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piemierintah daierah. Kieanggotaan p ierwakilan liembaga adat yang biersangkiutan 

dalam miusyawarah adat riumpiun yang dit iuangkan dalam bierita acara. 

Striuktiur kiepiengiur iusan k ieliembagaan adat t ierdiri dari p ielindiung, pienasiehat, 

kietiua iumium, kiet iua I, kietiua II, kietiua III, siekr ietaris I, siekiertaris II, biendahara I, 

biendahara II, dan anggota. Kietiua iumium, kiet iua I, kietiua II, dan k ietiua III dit ietapkan 

dari iutiusan t ietap liembaga adat r iumpiun. P ielindiung dijabat olieh biupati, p ienasiehat 

dijabat olieh kietiua DPRD, siekiertaris I dijabat olieh siekr ietaris daierah, siekr ietaris II 

dijabat olieh pierangkat daierah yang miembidangi iur iusan pier iencanaan daierah, 

pienielitian daierah dan p iembangiunan daierah. Biendahara dijabat olieh kiepala 

pierangkat daierah yang miembidangi iur iusan kieiuangan daierah. Biendahara II dijabat 

olieh kiepala pierangkat daierah yang miembidangi iur iusan insp iektorat. 

Kieanggotaan for ium kieliembagaan adat biersifat for ium koliegial yang masing-

masing diwakili olieh diua orang iutiusan t ietap. Pieriodie kiepiengiur iusan for ium adat 

bierlangsiung sielama 3 tahiun dan dapat dipilih k iembali. P iertiemiuan dalam for ium 

kieliembagaan adat dilak iukan paling siedikit 2 kali dalam sat iu tahiun. 

T iugas dan wiewienang k ieliembagaan adat adalah miengkoordinasikan iupaya 

r ievitalisasi adat, miemantaiu pierkiembangan p ielaksanaan r ievitalisasi adat, 

mielaporkan iupaya p ierlindiungan, pienghormatan dan p iembierdayaan masyarakat 

adat dan kieliembagaan adat 
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7. Piendanaan 

 P iendanaan p iengakiuan dan p iembierdayaan k ieliembagaan adat biersiumbier dari 

anggaran p iendapatan dan bielanja daierah, anggaran p iendapatan dan bielanja diesa,  

dan swadaya dan/ata iu siumbier lainya yang sah dan tidak miengikat. 

8. Piembinaan, Piengawasan, Piemantaiuan Dan iEvaliuasi. 

Dalam p iembinaan dan p iengawasan biupati mielakiukan p iembinaan dan 

piengawasan t ierhadap p ielaksanaan p iengakiuan dan p iembierdayaan k ieliembagaan 

adat sierta dapat did ieliegasikan k iepada camat. 

P iemantaiuan atas p ielaksanaan p iengakiuan dan p iembierdayaan k ieliembagaan 

adat dilak iukan olieh for ium kieliembagaan adat. Dari hasil p iemantaiuan t iersiebiut 

dilaporkan k iepada biupati siebagai bahan ievaliuasi. 

Dalam mielakiukan ievaliuasi biupati mielakiukan ievaliuasi t ierhadap p ielaksanaan 

piengakiuan dan p iembierdayaan k ieliembagaan adat. Dimana ievaliuasi t iersiebiut dapat 

didieliegasikan k iepada pierangkat daierah yang biertanggiung jawab dalam 

pielaksanaan p iengakiuan dan p iembierdayaan kieliembagaan adat. Sielanjiutnya hasil 

ievaliuasi dig iunakan siebagai bahan r iekomiendasi p ier iumiusan kiebijakan. S iemiua 

pihak yang biertanggiung jawab t ierhadap p ielaksanaan p iengakiuan dan 

piembierdayaan k ieliembagaan adat wajib mienindaklanjiuti hasil ievaliuasi t iersiebiut. 
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Prosies Tierb ient iuknya Pierat iuran Daierah Kabiupatien Alor No. 4 Tah iun 

2018 Tientang Piemb ierdayaan K ieliembagaan Adat: 

1. Dinas PMD biersama ADP mierancang Draft Rap ierda 

2. Draft Ranp ierda diajiukan pada tanggal 02 Fiebr iuari 2018 k iebagian Hiukium 

dan HAM sietda kabiupat ien Alor. 

3. Biersama d iengan bagian H iukium dan HAM s ietda kabiupatien Alor, 

Ranpierda dikonsiultasikan d iengan Dinas PMD Provinsi N iusa T ienggara 

Timiur di Kiupang pada 12-13 April 2018 

4. Mielakiukan P iublik Hiearing Ranp ierda pada 22-29 April 2018 d iengan 

masyarakat dan tokoh adat di 6 kiecamatan d iengan mielibatkan k iecamatan 

tierdiekat, lokasi P iublik Hiearing masing-masing: 

● Pantar timiur 

● P iulaiu piura 

● Alor sielatan 

● Liembiur 

● Alor timiur 

5. Hasil konsiultasi d iengan p iemierintah Provinsi N iusa T ienggara Timiur 

Ranpierda disidangkan di DPRD kabiupat ien Alor mielaliui Komisi A 

“komisi Liegislasi” pada tanggal 09-10 Jiuli 2018  
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6. Dari DPRD Kabiupat ien Alor, Ranp ierda dikonsiultasikan d iengan Biro 

Hiukium S ietda Provinsi N iusa Tienggara Timiur di k iupang pada 16-17 Jiuli 

2018 

Ranpierda dit ietapkan mienjadi pierat iuran daierah kabiupat ien Alor pada tanggal 

25 Jiuli 2018, Nomor 4 Tahiun 2018 t ientang P iengakiuan dan P iembierdayaan 

Kieliembagaan Adat.45 

3.4. Analisis Riuang Lingkiup Pierat iuran Daierah Dalam Pierat iuran Daierah 

Kabiupatien Alor No. 4 Tahiun  2018 

Dari siekian banyak pasal dan p iembahasan dalam p ierda kabiupat ien alor 

miengienai kieliembagaan adat siepiertianya masih ada biebierapa hal yang har ius 

dimasiukan iutiukiuk miempierliengkap dan miengoktimalkan fiungsinya siebgai prod iuk 

daierah yang mafaatnya t ient iu jiuga langsiung di manfaatkan olieh masyrakat. 

Namiun dalam pierat iuran daierah piengakiuan masyarakat adat alor yang ada 

frasa yang dig iunakan dalam jiudiul pierda, p iengakiuan dan p iembierdayaan 

kieliembagaan adat alor sayangnya  tidak ada frasa masyarakat hiukium adat, 

masyarakat adat, ataiu istilah yang mier iujiuk pada siuat iu pierkiumpiulan masyarakat 

yang masih ada dan miempiertahankan tradisinya. hanya miencant iumkan adat saja. 

Ini mienimbiulkan kietidakpastian miengienai stat ius dan piengakiuan yang 

dibierikan k iepada masyarakat adat Alor. Kietidakpastian ini dapat diatasi d iengan 

miengganti jiudiul P ierda diengan jiudiul yang liebih spiesifik siepierti Piengakiuan dan 

                                                             
45 https://dpmdkaib-ail ior.ciom/2022/05/20/laihirnyai-pieraiturain-daiieraih-tientaing-liembaigai-aidait-di-
kaibupaitien-ailior/ diaiksies: 1 Diesiembier 2022 Pukul 19:12 WIB. 
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P iembierdayaan Masyarakat H iukium Adat Alor. Diengan mienggiunakan jiudiul yang 

liebih spiesifik, maka akan liebih jielas bahwa P ierda ini bierkaitan d iengan p iengakiuan 

dan piembierdayaan iunt iuk masyarakat hiukium adat Alor. Hal ini akan 

mienghilangkan k iebingiungan miengienai stat ius dan p iengakiuan yang dibierikan 

kiepada masyarakat adat Alor. Diengan biegit iu, masyarakat adat Alor akan 

miempierolieh hak-hak yang mier ieka dapatkan dan yang t ielah dit ierima olieh 

masyarakat hiukium adat lainnya. 

Mieskipiun d iemikian, p ierda ini t ietap mienyatakan t iujiuan p iengakiuan dan 

piembierdayaan k ieliembagaan adat Alor diengan cara miengakiui dan mienghargai 

hak-hak masyarakat adat Alor, hak asasi maniusia, dan asp iek-aspiek biudaya yang 

bierkaitan d iengan hak-hak tiersiebiut. Pierda jiuga mieniegaskan bahwa p iengakiuan dan 

piembierdayaan k ieliembagaan adat Alor har ius bieroriientasi pada masyarakat adat 

yang bierkieadilan dan bierkieadaban. Hal ini miemastikan bahwa masyarakat adat 

Alor akan t ierlibat dalam pros ies piengambilan k iepiutiusan miengienai hak-hak 

mier ieka, dan bahwa mier ieka akan miemiliki k iesiempatan yang sietara iunt iuk 

miengaksies dan mienikmati hak-hak mier ieka. S ielain it iu, p ierda ini jiuga mienyatakan 

bahwa k ieliembagaan adat Alor har ius did iukiung dan diak iui olieh piemierintah, 

siehingga sieliur iuh anggota masyarakat adat Alor dapat mienikmati manfaatnya. Hal 

ini jiuga miemastikan bahwa sieliur iuh masyarakat adat Alor miemiliki k iebiebasan 

iunt iuk mienierapkan biudaya, tradisi, dan hak-hak mier ieka tanpa batasan. D iengan 

diemikian, mieskip iun frasa yang dig iunakan dalam jiudiul pierda tidak mienggiunakan 

kata-kata yang siecara ieksplisit mier iujiuk pada masyarakat adat, isi dari p ierda 

tiersiebiut siecara implisit miengakiui hak-hak masyarakat adat dan miemastikan 
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bahwa mier ieka dibierikan k iesiempatan yang sietara iunt iuk mienikmati hak-hak 

mier ieka. 

P iengakiuan hiukium adalah p iengakiuan yang dib ierikan k iepada siesieorang olieh 

hiukium yang bierlak iu di siuat iu niegara ataiu wilayah t iertient iu. Piengakiuan hiukium bisa 

miencakiup hak dan k iewajiban yang dibierikan k iepada orang yang biersangkiutan 

bierdasarkan hiukium yang bierlakiu. Contohnya adalah hak iunt iuk mienikah, 

miendapatkan bant iuan hiukium, dan miemiliki prop ierti. Piengakiuan hiuk ium jiuga 

dapat bierkaitan d iengan hak iunt iuk bierpartisipasi dalam k iegiatan politik, t iermasiuk 

hak iunt iuk miemilih dan dipilih.  

Dalam p iengakiuan hiukium har ius dicant iumkan hak dan k iewajiban. Hak dan 

kiewajiban yang dibierikan bierdasarkan hiuk ium yang bierlakiu bisa sangat bierbieda 

tiergant iung pada niegara ataiu wilayah t iertient iu. Siebagai contoh, hak iunt iuk mienikah 

miungkin bierbieda dari sat iu niegara kie niegara lain. Biegit iu jiuga, hak dan kiewajiban 

dalam hal miemiliki prop ierti ataiu bierpartisipasi dalam k iegiatan politik jiuga bisa 

biervariasi dari sat iu niegara kie niegara lain.  

Jika siuatiu piengakiuan hanya mienyiebiutkan kiewajiban dan tidak ada hak, 

artinya orang yang biersangk iutan akan miemiliki k iewajiban iunt iuk mielaksanakan 

ataiu mientaati apa yang dit ient iukan olieh hiukium tanpa adanya hak iunt iuk mielakiukan 

hal-hal lain. Ini bisa mienyiebabkan sit iuasi yang tidak adil bagi orang t iersiebiut, 

kar iena mier ieka tidak akan miemiliki hak iunt iuk miengambil k iepiut iusan yang liebih 

baik iuntiuk dirinya siendiri 

 Jika siuat iu pierat iuran yang mier iujiuk pada p ierat iuran yang miengat iur t ientang 

piedoman masyarakat hiukium adat namiun dalam p ierat iuran yang bar iu tidak 
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miencant iumkan masyarakat hiukium adat dan hanya miencant iumkan adat saja, maka 

ini bisa mienjadi masalah. Hal ini kar iena masyarakat hiukium adat mier iupakan 

bagian p ienting dari k iebijakan hiukium di siuat iu wilayah. Tanpa adanya p iengakiuan 

masyarakat hiukium adat, pierat iuran t iersiebiut tidak akan miencierminkan siecara adil 

piengakiuan hiukium yang bierlakiu di wilayah t iersiebiut. 

 Jika yang yang dit iekankan dalam p ierat iuran t iersiebiut liebih kiepada 

piembierdayaan, maka it iu dapat dianggap siebagai p iengakiuan masyarakat hiukium 

adat. Piembierdayaan masyarakat hiukium adat mielipiuti hak iunt iuk bierpartisipasi 

dalam miengambil k iepiutiusan yang b ierhiubiungan d iengan masalah-masalah hiukium 

dan biudaya, sierta hak iunt iuk dibieri piengakiuan yang adil dalam pros ies hiukium. 

Diengan diemikian, p iembierdayaan masyarakat hiukium adat dapat dianggap siebagai 

bient iuk piengakiuan hiukium.  

P ierat iuran t iersiebiut bielium s ieimbang jika hanya miencant iumkan adat dan tidak 

mienyiebiutkan masyarakat hiukium adat. Hal ini kar iena masyarakat hiukium adat 

mier iupakan bagian p ienting dari k iebijakan hiukium di siuat iu wilayah. Tanpa adanya 

piengakiuan masyarakat hiukium adat dalam p ierat iuran, maka p ierat iuran t iersiebiut 

tidak akan miencierminkan siecara adil p iengakiuan hiukium yang bierlakiu di wilayah 

tiersiebiut. 

Untuk memastikan bahwa peraturan tersebut seimbang, maka pemerintah 

harus mencantumkan masyarakat hukum adat dalam peraturan tersebut. Dengan 

demikian, masyarakat hukum adat akan diakui dan dihargai secara resmi oleh 

pemerintah dan akan menerima perlakuan yang adil dari peraturan hukum. 
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Dengan demikian, masyarakat hukum adat akan mendapatkan hak mereka yang 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengakuan masyarakat adat di dalam sistem hukum Indonesia masih sulit 

mendapatkan pengakuan yang jelas dari negara dikarenakan belum ada 

ketentuan yang konkrit mengenai masyarakat hukum adat, seperti belum 

adanya undang-undang yang mengatur secara khusus masyrakat adat. Lalu 

banyaknya istilah yang digunakan dalam penyebutan masyarakat hukum adat 

juga membuat makna dari istilah yang digunakan dalam peraturan sectoral 

dan peraturan-peraturan yang bersinggungan dengan masyarakat adat  

memiliki penafsiran yang beragam yang menyebapkan kebingungan di 

masyarakat. Hal tersebut juga membuat hak-hak apa yang harus diberikan 

negara terhadap masyarakat adat tidak jelas. 

2. Dari analisa yang dilakukan mengenai ruang lingkup hukum adat  belum 

dimasukkan norma yang melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di alor 

lalu dalam definisi apa yang disebut masyarakat hukum adat juga belum 

dijelaskan, kebanyakkan isi yang adalah tentang pemberdayaan dan 

kelembagaan komunitas adat di level rumpun dan forum adat. 
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4.2. Saran 

1. Maka untuk menjamin keberadaan masyarakat hukum adat seharusnya ada 

undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai masyarakat 

hukum adat, serta istilah yang digunakan dalam penyebutan masyarakat 

hukum adat diseragamkan dan diberi definisi yang tegas. 

2. Berdasarkan kesimpulan yang peneliti dapatkan dari penelitian ini peneliti 

menyarankan untuk memasukan mengenai hak-hak masyarakat adat 

secara jelas. 
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